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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang

Untuk dapat terus maju, PT. Bank Perkreditan Rakyat Alto Makmur, selanjutnya

disebut Bank, harus mampu beradaptasi dengan setiap perubahan yang timbul.

Perubahan yang dihadapi oleh Bank dalam rangka menjalankan kegiatan

usahanya tersebut, menuntut Bank untuk melaksanakan pengelolaan

perusahaan secara profesional dan konsisten. Hal ini menjadi motivasi Bank

untuk selalu berusaha melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik pada

setiap proses yang ada.

Atas dasar tersebut, Bank telah berupaya menjadikan prinsip-prinsip tata kelola

perusahaan yang baik sebagai salah satu pilar utama dalam menjalankan seluruh

kegiatan usahanya. Seluruh komitmen tersebut dilaksanakan semata-mata agar

Bank dapat selalu memberikan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan

seperti nasabah, investor, pemegang saham, masyarakat umum serta insan bjb

atas seluruh kepercayaan yang telah diberikan kepada Bank.

Peningkatan penerapan tata Kelola perusahaan merupakan langkah yang sangat

tepat untuk menciptakan Bank yang dapat bertahan dan tangguh dalam

menghadapi segala macam kondisi dan persaingan yang semakin ketat saat ini.

Dengan menerapkan etika bisnis yang baik dapat mewujudkan iklim usaha

perbankan yang sehat dan transparan. Komitmen dan konsistensi Manajemen

BPR Alto Makmur dalam penerapan tata kelola, akan mampu menjauhkan Bank

dari berbagai masalah yang berisiko tinggi terhadap kelangsungan usaha Bank.

BPR Alto Makmur berkomitmen untuk menerapkan dan senantiasa menempatkan

tata kelola sebagai fondasi utama dalam menjalankan bisnis perusahaan serta

untuk mempertahankan eksistensi perusahaan dalam menghadapi tantangan dan

persaingan usaha di masa kini maupun masa yang akan datang. Komitmen ini

tentu didukung penuh oleh seluruh jajaran Manajemen dan Karyawan BPR Alto

Makmur.

Seluruh insan BPR Alto Makmur meyakini bahwa pemenuhan aspek-aspek tata

kelola yang baik dapat mendukung tujuan Bank dalam mencapai kinerja terbaik,

profitabilitas, keberlangsungan bisnis jangka panjang dan dapat memberi nilai

tambah bagi seluruh pemangku kepentingan.

B. Prinsip-Prinsip Tata Kelola Perusahaan
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Bank terus mendorong peningkatan cakupan implementasi tata kelola diberbagai 

aspek dan disetiap tingkatan dan jenjang organisasi perusahaan, antara lain 

dengan terus menyempurnakan tata kelola structure yang dimiliki, sosialisasi tata 

kelola (GCG) structure secara berkelanjutan serta melaksanakan self assessment 

penilaian tata kelola secara berkala untuk mendukung penerapan tata kelola yang 

semakin efektif. Implementasi tata kelola berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola 

yaitu antara lain meliputi: Transparency, Accountability, Responsibility, 

Independency, dan Fairness (TARIF).  

Pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola atau Good Corporate Governance (GCG) 

menjadi hal yang mutlak diperlukan bagi kelangsungan usaha perusahaan. BPR 

Alto Makmur terus berupaya mengikuti perkembangan praktik tata kelola terbaik 

yang relevan dan disesuaikan dengan kebutuhan. Sehingga BPR Alto Makmur 

dapat menjalankan bisnis perbankan yang sehat dengan berlandaskan pada 

penerapan prinsip-prinsip tata kelola. 

Adapun penerapan prinsip-prinsip tata kelola BPR Alto Makmur sebagaimana 

ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 4/POJK.03/2015 tentang 

Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Surat Edaran Otoritas 

Jasa Keuangan No. 5/SEOJK.03/2016 tentang penerapan tata kelola bagi BPR, 

pelaksanaan tata kelola BPR, dapat diuraikan sebagai berikut: 

1. Transparansi (transparency)

a. BPR Alto Makmur mengungkapkan informasi secara tepat waktu,

memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta dapat diakses

oleh pihak yang berkepentingan (stakeholders) sesuai dengan haknya.

b. BPR Alto Makmur mengungkapkan informasi yang meliputi tetapi tidak

terbatas pada visi, misi, sasaran usaha, strategi Bank, kondisi

keuangan, susunan pengurus dan pemegang saham pengendali.

c. Prinsip keterbukaan tetap memperhatikan ketentuan rahasia bank,

rahasia jabatan dan hak-hak pribadi sesuai peraturan yang berlaku.

d. Kebijakan BPR Alto Makmur disajikan secara tertulis dan

dikomunikasikan kepada stakeholders dan yang berhak memperoleh

informasi tentang kebijakan tersebut.

e. Mencakup keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material

dan relevan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan.

2. Akuntabilitas (accountability)

a. BPR Alto Makmur menetapkan sasaran usaha dan strategi untuk dapat

dipertanggungjawabkan kepada stakeholders.

b. BPR Alto Makmur menetapkan tugas dan tanggung jawab yang jelas bagi

masing-masing organ; anggota Dewan Komisaris, Direksi serta seluruh

jajaran di bawahnya yang selaras dengan visi, misi, nilai-nilai
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Perusahaan, sasaran usaha dan strategi Bank, sehingga pengelolaannya 

dapat berjalan secara efektif. 

c. BPR Alto Makmur harus meyakini bahwa masing-masing anggota Dewan 

Komisaris dan Direksi maupun seluruh jajaran di bawahnya mempunyai 

kompetensi sesuai dengan tanggung jawabnya dan memahami perannya 

dalam pelaksanaan good corporate governance. 

d. BPR Alto Makmur menetapkan check & balance system dalam 

pengelolaan Bank 

 

3. Tanggung jawab (responsibility) 

a. BPR Alto Makmur berpegang pada prinsip kehati-hatian (prudential 

banking practices) dan menjamin kepatuhan terhadap peraturan yang 

berlaku. 

b. BPR Alto Makmur berkomitmen untuk mematuhi semua peraturan 

perundangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan bank yang 

sehat 

c. BPR Alto Makmur sebagai good corporate citizen peduli terhadap 

lingkungan dan melaksanakan tanggung jawab sosial secara wajar. 

 

4. Independensi (independency) 

a. Memastikan pengelolaan bank dilakukan secara profesional dan 

independen. 

b. BPR Alto Makmur menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar 

oleh Stakeholders manapun dan tidak terpengaruh oleh kepentingan 

sepihak serta terbebas dari benturan kepentingan (conflict of interest). 

c. BPR Alto makmur mengambil keputusan secara obyektif dan bebas dari 

segala tekanan dari pihak manapun. 

 

5. Kewajaran (fairness) 

a. Mencakup kesetaraan untuk memastikan perlakuan yang adil dan 

setara dalam melindungi hak-hak pemangku kepentingan (stakeholder) 

sesuai peraturan yang berlaku. 

b. BPR Alto Makmur memperhatikan kepentingan seluruh stakeholders 

berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran (equal treatment). 

c. BPR Alto Makmur memberikan kesempatan kepada seluruh stakeholders 

untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi 

kepentingan Bank serta membuka akses terhadap informasi sesuai 

dengan prinsip keterbukaan. 

 

Pengukuran efektifitas pelaksanaan tata Kelola dilakukan melalui metode 

assessment, yaitu dengan cara: 

1. Penilaian sendiri (self Assesment); 

2. Penilaian tatakelola dari pihak lain (third party assessment) 
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Pelaksanaan penilaian dikelompokkan dalam suatu system tata Kelola, yaitu: 

1. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (governance structure) 

Penilaian struktur dan insfrastruktur tata Kelola BPR agar proses 

pelaksanaan prinsip GCG menghasilkan hasil yang sesuai dengan harapan 

stakeholders BPR. Yang termasuk dalam struktur tata Kelola BPR adalah 

Komisaris, Direksi, Komite dan Satuan Kerja pada BPR.  

Adapun yang termasuk insfrastruktur tata Kelola BPR antara lain adalah 

kebijakan dan prosedur BPR, system informasi manajemen serta tugas pokok 

dan fungsi (tupoksi) masing-masing Struktu. 

2. Proses Penerapan Tata Kelola (governance process) 

Penilaian proses penerapan tata kelola bertujuan untuk menilai efektifitas 

proses pelaksanaan prinsip Good Corparate Gavernace (GCG) yang didukung 

oleh kecukupan struktur dan insfrastruktur tata Kelola BPR sehingga 

menghasilkan hasil sesuai dengan harapan stakehorders BPR.  

3. Hasil Penerapan Tata Kelola (governace out come)  

Penilaian hasil penerapan tata Kelola bertujuan untuk menilai kualitas hasil 

yang memenuhi harapan stakeholders BPR merupakan hasil proses 

pelaksanaan GCG yang didukung oleh kecukupan struktur dan insfra 

struktur tata Kelola BPR.  

 

C. Tujuan Penerapan Tata Kelola BPR Alto Makmur 

 

Penerapan tata kelola BPR Alto Makmur merupakan suatu keharusan demi 

menjaga kelangsungan usaha BPR untuk jangka panjang dan memaksimalkan 

nilai perusahaan/Bank. Penerapan tata kelola BPR Alto Makmur mempunyai 

tujuan utama yaitu: 

1. Meningkatkatkan kinerja Bank dengan penerapan tata Kelola dalam segala 

usaha bank sejalan dengan visi, misi dan rencana strategi bisnis yang telah 

ditetapkan.  

2. Menjaga kegiatan operasional Bank agar memtuhi (comply with) ketentuan 

internal maupun eksternal serta ketentuan perundang-undangan yang 

berlaku. 

3. Meningkatkan pertanggungjawaban dan memberikan nilai tambah bagi para 

pemangku kepentingan (stakeholders). 

4. Menarik minat dan kepercayaan investor kepada Bank. 

5. Mengelola sumber daya bank secara efektif dan efisien serta memperkuat 

budaya kepatuhan dalam berorganisasi. 

6. Mempertahankan dan meningkatkan kelangsungan usaha yang sehat dan 

kompetitif dalam jangka panjang (sustainable). 

 

D. Referensi 

 

Penyusunan kebijakan tata kelola BPR Alto Makmur dilakukan dengan mengacu 

kepada: 
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1. Undang – undang no. 7 tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah 

dirubah melalui undang – undang no. 10 tahun 1998 

2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan 

Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat. 

3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 13/POJK.03/2015 tentang Penerapan 

Manajemen Risiko Bagi BPR 

4. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 5/SEOJK.03/2016 tentang 

Penerapan Tata Kelola Bagi BPR 

5. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 6/SEOJK.03/2016 tentang 

Penerapan Fungsi Kepatuhan Bagi BPR 

6. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 7/SEOJK.03/2016 tentang 

Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bagi BPR 

7. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 01/SEOJK.03/2019 tentang 

Penerapan Manajemen risiko Bagi BPR 

8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 62/POJK.03/2020 tentang Bank 

Perkreditan Rakyat 

9. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 24/SEOJK.03/2020 tentang 

Perubahan Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 5/SEOJK.03/2016 

tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR 

 

E. Pernyataan Komitmen Penerapan Tata Kelola Perusahaan 

 

Dengan penerapan tata kelola perusahaan yang baik, PT. BPR Alto Makmur 

hingga saat ini telah membawa perkembangan yang positif dengan meningkatnya 

kinerja BPR meskipun menghadapi tantangan yang tidak ringan di sepanjang 

tahun 2020 di tengah pemulihan atas dampak pandemi COVID-19 yang menekan 

dunia usaha dan perbankan.   

BPR Alto Makmur memiliki komitmen yang kuat untuk melaksanakan penerapan 

tata kelola sesuai dengan standar tata kelola yang telah diatur oleh Regulator OJK 

(Otoritas Jasa Keuangan) sehingga BPR Alto Makmur dapat terus tumbuh secara 

berkelanjutan dan memiliki daya saing di industri perbankan khususnya di 

Daerah Istimewa Yogyakarta. 

Penerapan tata kelola BPR adalah faktor penting dalam memelihara kepercayaan 

para pemegang saham dan para pemangku kepentingan terhadap BPR Alto 

Makmur. Hal ini dirasakan semakin penting seiring dengan meningkatnya risiko 

bisnis dan tantangan yang dihadapi oleh industri perbankan. Melalui penerapan 

pinsip-prinsip tata kelola yang baik diharapkan dapat mempertahankan 

kelangsungan usahanya yang sehat dan kompetitif. 

 

Dengan berlandaskan pada pandangan tersebut di atas, BPR Alto Makmur 

berkomitmen untuk terus meningkatkan implementasi prinsip-prinsip tata kelola 

BPR yang baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
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berlaku dan perkembangan praktik terbaik (bestpractices) dalam tata kelola BPR. 

 

F. Struktur Organisasi Dalam Penerapan Tata Kelola BPR 

 

Pelaksanaan penerapan tata Kelola berlandaskan pada komitmen bersama dari 

seluruh jajaran manajemen dan karyawan untuk tunduk dan patuh pada seluruh 

peraturan yang berlaku. Hal ini tercermin dari struktur organisasi Bank yang 

disusun dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan berdasarkan atas 

kondisi saat ini yang disesuaikan dengan kebutuhan perkembangan organisasi 

serta adanya regulasi mengenai penerapan tata Kelola yang harus menambah 

tugas bagian-bagian yang ada. Pelaksanaan tata kelola perusahaan dilakukan 

secara sistematis dan berkesinambungan sehingga prinsip-prinsip GCG menjadi 

acuan dalam kegiatan sehari-hari BPR Alto Makmur. 

 

Pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas antar organ/unit kerja di BPR 

Alto Makmur telah dibuat sebagai bentuk adanya penerapan prinsip check and 

balance serta sistem pengendalian internal yang baik. 

 

Gambar 1. Struktur Organisasi BPR Alto Makmur: 

 

 
 

Struktur tata kelola BPR Alto Makmur terdiri dari: 

 

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS); 

2. Dewan Komisaris; 

3. Direksi; 

Keterangan :

Garis Organisasi / Perintah :

Garis Koordinasi Direksi :

Garis Koordinasi Dewan Komisaris dan PE. Audit Intern :

Garis Koordinasi Dir Oprs - Fungsi Kepatuhan dan Ka. Kredit serta PEAI:

Garis Koordinasi Kepala Bagian :

DIREKSI

DIREKTUR UTAMA

    STRUKTUR ORGANISASI

PT. BPR ALTO MAKMUR

Account Officer Dana Account Officer Kredit

Ka. Marketing & Kredit Komite Kredit APU-PPT

Pejabat Eksekutif                        

Fungsi Kepatuhan            

Manajemen Risiko

Surveyor & Analis Kredit

Teknologi Informasi Adm. Dana

RUPS

DIREKTUR                                                        

Operasional & Fungsi 

Kepatuhan

DEWAN KOMISARIS

Ka. Operasional &                                                      

Personalia Umum

Pejabat Eksekutif                        

Audit Intern

Teller Accounting & Pelaporan

Personalia & Umum

Security

Adm. Kredit

Office Boy / Umum 
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4. Pejabat Eksekutif satu tingkat dibawah Direksi, seperti: 

a. PE/Ka. Operasional dan Umum 

b. PE/Ka. Pemasaran dan Kredit 

c. PE. Audit Intern 

d. PE. Manajemen Risiko, Kepatuhan dan juga merangkap Penanggung jawab 

Penerapan APU-PPT. 

5. Organ kerja pelaksana kegiatan dan operasional BPR 

 

Struktur tata kelola perusahaan tersebut di atas telah menjalankan tugas dan 

tanggung jawab sesuai dengan lingkup tugas, tanggungjawab, serta fungsinya 

masing-masing sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 
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BAB II 

TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA 

 

 

Laporan pelaksanaan tata kelola BPR Alto Makmur tahun buku 2020 disusun sesuai 

dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 4/POJK.03/2015 tentang penerapan 

tata kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat, yang untuk mengatur pelaksanaannya di 

terbitkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 5/SEOJK.03/2016 tentang 

Penerapan Tata Kelola bagi BPR dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 

24/SEOJK.03/2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan 

No. 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR. 

 

Laporan pelaksanaan tata kelola BPR Alto Makmur sekurang-kurangnya terdiri dari: 

Transparansi Penerapan tata kelola BPR dan Hasil penilaian sendiri (selt assessment) 

sebagai mana dimaksud pada perubahan romawi VII poin 6a dan 6b dalam Surat 

Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 24/SEOJK.03/2020 tentang Penerapan Tata 

Kelola Bagi BPR. 

 

A. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola BPR 

 

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi 

 

a. Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi Direksi 

 

Direksi adalah organ perusahaan yang bertanggung jawab penuh atas 

pengurusan perusahaan untuk kepentingan dan tujuan perusahaan sesuai 

dengan ketentuan Anggaran Dasar. Direksi bertugas dan bertanggung 

jawab terhadap pengelolaan perusahaan agar dapat menghasilkan nilai 

tambah dan memastikan keseimbangan usaha. 

 

Sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 4/POJK.03/2015 tentang 

Penerapan Tata Kelola bagi BPR, pasal 4 ayat (2), Jumlah dan komposisi 

anggota Direksi BPR Alto Makmur periode tahun 2020 sebanyak 2 (dua) 

orang telah sesuai dengan ketentuan yaitu jumlah anggota Direksi paling 

kurang 2 (dua) orang, dan 1 (satu) diantaranya sebagai Direktur 

Operasional sekaligus yang membawahkan fungsi kepatuhan. 

 

Penunjukan dan penetapan Direktur yang membawahkan fungsi 

kepatuhan telah ditetapkan dalam Akta Pernyataan Keputusan RUPS PT. 

Bank Prekreditan Rakyat Alto Makmur Nomor 259 tanggal 27 Maret 2018 

yang dibuat dihadapan Notaris Nindyawati Trias Putri, SH., M.Kn di 

Bantul. Dan surat kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia 

nomor. AHU-AH.01.03-0126312 tanggal 27 Maret 2018 serta telah ditata 
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usahakan dalam administrasi pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Surat 

Nomor. S-394/KO.031/2018 tanggal 12 April 2018. 

 

Seluruh anggota Direksi berdomisili di Indonesia, masing-masing anggota 

Direksi tinggal di kota/kabupaten yang berbeda namun masih dalam 

Provinsi yang sama dengan Provinsi lokasi kantor pusat BPR berada.  

 

Direksi dipimpin oleh Direktur Utama yang merupakan pihak independen 

terhadap Pemegang Saham Pengendali. Anggota Direksi tidak ada yang 

merangkap jabatan pada bank, perusahasaan non bank maupun pada 

lembaga lain, kecuali salah satunya (Direktur Utama) merangkap sebagai 

Ketua Yayasan Perbarindo D.I. Yogyakarta.  

 

Direksi PT. BPR Alto Makmur telah memenuhi persyaratan integritas, 

kompetensi, dan reputasi keuangan dan telah dinyatakan lulus dari Fit and 

Proper Test Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan.  

 

Berdasarkan Akta Notaris Nindyawati Trias Putri, SH, MKn No. 81 tanggal 

16 Desember 2020 susunan anggota Direksi PT. BPR Alto Makmur tahun 

2020 adalah sebagai berikut:  

 

Tabel. 1. Susunan Anggota Direksi Tahun 2020 

Nama Jabatan 
Persetujuan 

RUPS 

Persetujuan 

OJK 
Periode  

Jabatan 

Kusmintarjo 

Yatendro 

Direktur Utama 16 Des 2020 18 Jan 2021 22 Jan 2021 

s.d 

22 Jan 2026 

Jupaidi Direktur Operasional 

dan yang Membawah 

kan Fungsi Kepatuhan  

28 Mar 2019 24 Apr 2019 09 Mei 2019 

s.d 

09 Mei 2024 

 

Dari uraian diatas pemenuhan secara umum terkait jumlah, komposisi, 

integritas, dan kompetensi anggota Direksi telah sesuai dengan kegiatan 

usaha Bank, serta telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, 

antara lain: 

1) Jumlah anggota Direksi 2 (dua) orang; 

2) Seluruh anggota Direksi berdomisili di Indonesia, masing-masing 

anggota Direksi tinggal di kota/kabupaten yang berbeda namun masih 

dalam Provinsi yang sama dengan Provinsi lokasi kantor pusat BPR 

berada; 

3) Penggantian dan/atau pengangkatan Direksi telah memperoleh 

persetujuan dari RUPS; 

4) Tidak terdapat kuasa umum dari anggota Direksi kepada pihak lain 

yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi; 
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5) Telah memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja yang berisi tata tertib 

kerja termasuk etika kerja, waktu kerja dan rapat Direksi. 

6) Tidak menggunakan penasehat perorangan dan/atau jasa professional 

sebagai konsultan. 

7) Memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai. 

8) Telah lulus Fit & Proper Test dan telah memperoleh Surat Persetujuan 

dari Bank Indonesia dan/atau Otoritas Jasa Keuangan. 

 

b. Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi 

 

Direksi merupakan bagian dari pengelola BPR Alto Makmur yang diangkat 

oleh Rapat Umum Pemegang Saham, bertanggung jawab penuh atas 

pengelolaan dan perkembangan operasional BPR. Adapun tugas dan 

tanggung jawab Direksi secara umum adalah sebagai berikut: 

 

Tabel. 2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi 

No Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi 

1 Nama : Kusmintarjo Yatendro 

NIK*) : 3402151408720001 

Jabatan : Direktur Utama 

Tugas dan Tanggung Jawab: 

a. Bertanggung jawab akan terselenggaranya kegiatan bisnis dan operasional 

Bank sesuai ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga 

perusahaan serta peraturan perundangan yang berlaku  

b. Wajib dengan iktikad baik dan penuh rasa tanggung jawab atas 

terselenggaranya kegiatan operasional Bank secara menyeluruh, sehat, 

berkesinambungan, efektif dan efisien. 

c. Bersama Direksi dan staff menyusun rencana bisnis dan anggaran 

perusahaan sekaligus merealisasikan pencapaian target kinerja keuangan 

Bank sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Bisnis BPR. 

d. Menyusun dan menetapkan standard prosedur operasional (SPO) bersama-

sama anggota Direksi dan staff yang terkait dari masing-masing bidang 

kegiatan secara fleksibel, efektif dan efisien. 

e. Menetapkan kebijakan umum perusahaan sebagai acuan dalam kegiatan 

bisnis dan operasional Bank. 

f. Mengelola kekayaan dan hutang Bank dengan sebaik-baiknya sesuai yang 

tercantum di Anggaran Dasar Peseroan serta menjaga tingkat kesehatan Bank 

agar selalu dalam kondisi sehat, dengan memperhatikan kepentingan 

nasabah, pemilik dan karyawan. 

g. Memberi laporan pertanggung jawaban pengelolaan Bank baik kepada 

pemegang saham maupun pihak-pihak lain yang berkepentingan. 

h. Bersama-sama dengan anggota Direksi lain dibantu oleh staf SPI melakukan 

pengawasan secara menyeluruh atas kegiatan operasional PT. BPR ALTO 

MAKMUR sesuai dengan sistem dan prosedur serta tujuan Bank. 

i. Memantau dan mengevaluasi perfomance Bank secara keseluruhan. 

j. Mempertaggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Pemegang Saham 

dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sesuai dengan peraturan 
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No Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi 

perundang-undangan yang berlaku. 

k. Mengungkap kebijakan Bank yang bersifat strategis dibidang kepegawaian 

kepada pegawai 

l. Bertanggung jawab atas penerapan kebijakan APU-PPT sesuai ketentuan dan 

perundang-undangan yang berlaku. 

m. Bertanggung jawab akan terpeliharanya citra dan kepercayaan masyarakat 

terhadap Bank. 

2 Nama : J u p a i d i 

 NIK*) : 3318162010780007 

 Jabatan : Direktur Operasional dan Yang Membawahkan Fungsi 

Kepatuhan 

 Tugas dan Tanggung Jawab: 

a. Wajib dengan iktikad baik dan penuh tanggung jawab untuk melakukan 

pengelolaan Bank secara professional dengan memperhatikan prinsip kehati-

hatian Bank, Anggaran Dasar Perseroan serta ketentuan Peraturan dan 

perundang-undangan yang berlaku. 

b. Menyusun dan memberikan masukan kepada Direktur Utama tentang 

penyempurnaan sistem dan prosedur kerja sesuai perkembangan yang 

dihadapi bank dengan tetap mengacu pada ketentuan dan peraturan Otoritas 

Jasa Keuangan dan perundang-undang lainnya. 

c. Membawahkan fungsi kepatuhan dan Manajemen risiko 

d. Melakukan koordinasi dan pengawasan kepada staf bawahannya, sehingga 

operasional bank dapat berjalan dengan lancar dan efektif. 

e. Menetapkan langkah-langkah untuk memastikan Bank telah memenuhi 

seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 

f. Memantau dan menganalisa kinerja perusahaan dibandingkan dengan target 

yang telah ditetapkan, dan memberikan masukan kepada Direktur Utama 

untuk mengambil langkah antisipasi yang diperlukan. 

g. Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha BPR tidak menyimpang dari 

peraturan perundang-undangan. 

h. Memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang 

dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lain. 

i. Memastikan terlaksananya sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan kepada 

seluruh unit kerja terkait mengenai peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkini 

dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan. 

j. Melaporkan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris secara tertulis 

terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh pegawai BPR; dan 

k. Melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya secara berkala 

kepada Direktur Utama dan/atau Dewan Komisaris serta Otoritas Jasa 

Keuangan. 

l. Melaksanakan pula fungsi operasional sebagaimana tugas, wewenang dan 

tanggung jawab Direktur operasional kecuali dalam penyaluran dana atau 

Direktur yang juga membawahkan fungsi kepatuhan tidak boleh terlibat 

penandatanganan persetujuan kredit baik dalam Komite Kredit maupun 

penandatanganan dalam perjanjian kredit.  

 

Tindak lanjut rekomendasi Dewan Komisaris: 
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No Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi 

Rekomendasi Tindak Lanjut 

a. Direksi agar memperhatikan 

pelaksanaan realisasi pendidikan dan 

pelatihan sesuai rencana yang telah 

ditetapkan, sebagai bentuk 

peningkatan kompetensi SDM dengan 

cara mengikut sertakan SDM nya 

dalam berbagai kegiatan pendidikan 

dan pelatihan guna meningkatkan 

skill, wawasan dan pengetahuan 

tentang perbankan 

• Direksi telah mengikutsertakan 

Pegawai (SDM) dalam serangkaian 

program pendidikan dan pelatihan di 

seluruh aspek operasional baik 

terkait pelayanan, produk, manajerial 

maupun tata Kelola perusahaan. 

b. Penyusunan Rencana Bisnis dan 

anggaran BPR hendaknya dapat di 

susun berdasarkan kondisi dan 

kemampuan BPR dengan 

mempertimbangkan factor internal 

maupun eksternal. Rencana bisnis 

dan anggaran BPR hendaknya dapat 

digunakan sebagai pedoman atau 

acuan bagi Direksi dan seluruh staff 

pegawai didalam melaksanakan tugas 

tanggung jawab dalam pelaksanaan 

kegiatan operasional BPR. 

• Rencana bisnis dan anggaran telah 

disusun berdasarkan pencapaian 

masa lalu, dengan menggunakan 

metode perencanaan strategis yang 

digunakan untuk mengevaluasi 

kekuatan, kelemahan, peluang dan 

ancaman. 

• Rencana bisnis dan anggran telah 

dijadikan acuan bagi Direksi dalam 

mengelola perusahaan agar target-

target bisnis dapat tercapai 

sebagaimana yang telah ditetapkan.  

c. Meningkatkan penerapan Tata Kelola 

BPR disetiap lini / bagian dan 

menjadikan Budaya Kepatuhan 

sebagai kebutuhan dalam 

pelaksanaan kegiatan operasional 

BPR 

• Direksi telah memastikan penerapan 

tata Kelola dan kepatuhan dapat 

dilaksanakan oleh seluruh bagian, 

dengan menetapkan kebijakan 

struktur organisasi dan job dest 

secara jelas dan tegas pada masing-

masing bagian.   

d. Pengawasan penerapan APU-PPT tetap 

dilakukan secara konsisten agar bank 

terhindar dari transaksi TPPU 

maupun transaksi pendanaan 

terorisme 

• Direksi telah memastikan adanya due 

control terkait pelaksanaan KWC dan 

penilaian risiko berdasarkan profil 

nasabah melalui CDD maupun EDD. 

 

 

 

c. Pelaksanaan Rapat Direksi 

 

Pelaksanaan rapat Direksi telah dilakukan secara rutin dan berkelanjutan 

meskipun untuk menetapkan kebijakan dan keputusan strategis belum 

sepenuhnya melalui mekanisme rapat Direksi secara formal. Rapat Direksi 

masih didominasi oleh pembahasan yang terkait evaluasi kinerja dan 

perkembangan usaha BPR, kebijakan SDM atau penataan pegawai, 

kebijakan pemenuhan standar operasional dan prosedur, gaji maupun 

penyusunan Rencana Bisnis BPR.  
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Adapun rapat kerja Direksi dengan pokok bahasan evaluasi realisasi 

kinerja, kegiatan operasional dan langkah-langkah strategis BPR dalam 

satu periode tahun 2020 telah dilakukan sebanyak 8 (delapan) kali dengan 

tingkat kehadiran masing-masing Direksi dalam rapat adalah sebagai 

berikut:  

 

Tabel 3. Pelaksanaan Rapat Direksi  

Nama Anggota Direksi Jabatan 
Kehadiran  

Rapat Direksi  

Persentase 

Kehadiran 

Kusmintarjo Yatendro Direktur Utama 8/8 100,00% 

Jupaidi Direktur 8/8 100,00% 

 

d. Keputusan-Keputusan Direksi 

 

Selama periode tahun 2020 Direksi telah mengeluarkan berbagai kebijakan 

yang antara lain dituangkan dalam bentuk SK Direksi maupun SOP 

dengan uraian sebagai berikut: 

 

Tabel 4. Keputusan-Keputusan Direksi  

No Rubrik Nomor Tanggal Perihal 

1 SK 
18/AM/SK-

DIR/I/2020 
25-1-2020 

Pengangkatan Pegawai Tetap dan 

Penempatan Unit Kerja Sdr. Rovic Eko 

Pramuzi 

1 SK 
19/SK-DIR/ 

BPR.AM/II/2020 
12-2-2020 Kebijakan Pensiun Sdr. Ibnu Juadi 

2 SK 
20/SK-DIR/ 

BPR.AM/III/2020 
20-3-2020 

Penunjukan Pejabat Pelaksana 

Edukasi Literasi dan Inklusi 

Keuangan 

3 SK 
21/SK-DIR/ 

BPR.AM/III/2020 
21-3-2020 Batas Maksimal Saldo Kas Harian 

4 SK 
22/SK-DIR/ 

BPR.AM/III/2020 
27-3-2020 

Kebijakan Jangka Waktu Kredit 

Sebrakan Depitur Terdampak Covid-

19  

5 SK 
23/SK-DIR/ 

BPR.AM/IV/2020 
7-4-2020 

Perubahan Hari Kerja dan Jam 

Operasional 

6 SK 
24/SK-DIR/ 

BPR.AM/V/2020 
24-5-2020 

Struktur Organisasi dan Job 

Description 

7 SK 
25/SK-DIR/ 

BPR.AM/V/2020 25-5-2020 
Pengangkatan Pegawai Tetap dan 

Penempatan Unit Kerja Sdri. Erlin 

Ernawati 

8 SK 
26/SK-DIR/ 

BPR.AM/VII/2020 
6-7-2020 

Kebijakan hari kerja dan Jam 

Operasional Kantor untuk menyambut 

masa kelaziman baru di masa 

pandemic covid-19 

9 SK 
27/SK-DIR/ 

BPR.AM/VII/2020 
6-7-2020 

Penunukkan Ketua Tiem Penanganan 

Dampak Covid-19 

10 SK 28/SK-DIR/ 6-7-2020 
Kebijakan Penyediaan dana 

Pendidikan SDM sebagai Dampak 
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No Rubrik Nomor Tanggal Perihal 

BPR.AM/VII/2020 Pentebaran Covid1Pandemi Covid-19 

11 SK 
29/SK-DIR/ 

BPR.AM/VIII/2020 
28-8-2020 

Kebijakan Pengakuan Acrual Bunga 

Restrukturisasi Kredit Dampak Covid-

19 

12 SOP 
09/SOP/BPR.AM/ 

III/2020 
9-3-2020 Kebijakan Penerapan APU-PPT 

13 SOP 

10/SK-

DIR/BPR.AM/ 

IV/2020 

10-4-2020 
Kebijakan Relaksasi Kredit Terdampak 

Covid-19 

14 SOP 
11/SOP/BPR.AM/ 

IX/2020 
4-9-2020 

Pedoman Penyusunan Laporan dan 

Permintaan Informasi Debitur Melalui 

SLIK 

 

 

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris 

 

a. Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Indepedensi Anggota Dewan Komisaris 

 

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 4/POJK.03/2015 

tentang penerapan tata kelola bagi BPR, Dewan Komisaris PT. BPR Alto 

Makmur dengan modal inti kurang dari Rp. 50 Miliar telah efektif 

beranggotakan 2 (dua) orang. Dengan demikian jumlah dan komposisi 

Dewan Komisaris tersebut telah sesuai dengan ketentuan OJK yaitu paling 

sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak sama dengan jumlah Direksi yaitu 

2 (dua) orang. 

 

Seluruh anggota Dewan Komisaris telah telah dinyatakan lulus uji 

kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) dan telah diangkat melalui 

RUPS. Dewan Komisaris BPR Alto Makmur telah memenuhi persyaratan 

integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan sesuai dengan persyaratan 

yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. 

 

Berdasarkan Akta Notaris Nindyawati Trias Putri, SH, MKn No. 81 tanggal 

16 Desember 2020 Susunan Anggota Dewan Komisaris BPR Alto Makmur 

adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 5. Susunan Anggota Dewan Komisaris Tahun 2020  

Nama Jabatan 
Persetujuan 

RUPS 

Persetujuan 

OJK 
Periode  

Jabatan 

Novyanti Indah Komisaris Utama 30 Jun 2020 5 Agust 2020 31 Agust 2020 

s.d 

22 Jan 2026 

Susanto Komisaris 28 Mar 2019 24 Apr 2019 09 Mei 2019 

s.d 

09 Mei 2024 
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Seluruh anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di Indonesia, satu 

diantaranya bertempat tinggal di Kota/Kabupaten Provinsi yang berbeda 

dengan provinsi kantor pusat dan yang satunya lagi bertempat tinggal di 

kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan 

provinsi dimana lokasi kantor pusat berada. 

 

Anggota Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan 

Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank 

Umum. 

 

b. Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris 

 

Anggota Dewan Komisaris BPR Alto Makmur telah melaksanakan tugas dan 

tanggung jawabnya sebagai Dewan Komisaris, yaitu antara lain dapat 

dijabarkan sebagai berikut: 

 

Tabel 6. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris 

No Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris 

1 Nama : Novyanti Indah 

NIK*) : 3271035211800007 

Jabatan : Komisaris Utama 

Tugas dan Tanggung Jawab: 

a. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan POJK, peraturan 

perundang-undangan, Anggaran Dasar dan Keputusan RUPS. 

b. Melakukan tugas pengawasan terhadap kebijakan Direksi dalam 

melaksanakan pengurusan bank serta memberikan nasehat kepada Direksi. 

c. Melakukan pengawasan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan 

kebijakan strategis Bank. 

d. Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan 

rekomendasi dari satuan kerja audit intern Bank, auditor eksternal, hasil 

pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas 

lain. 

e. Memberikan saran atau advis kepada Direksi berkaitan dengan isu-isu 

strategis dan proses perkerjaan. 

 

2 Nama : Susanto 

 NIK*) : 3308042006700001 

 Jabatan : Komisaris 

 Tugas dan Tanggung Jawab: 

a. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan POJK, peraturan 

perundang-undangan, Anggaran Dasar dan Keputusan RUPS. 

b. Melakukan tugas pengawasan terhadap kebijakan Direksi dalam 

melaksanakan pengurusan bank serta memberikan nasehat kepada Direksi. 
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No Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris 

c. Melakukan pengawasan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan 

kebijakan strategis Bank. 

d. Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan 

rekomendasi dari satuan kerja audit intern Bank, auditor eksternal, hasil 

pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas 

lain. 

e. Memberikan saran atau advis kepada Direksi berkaitan dengan isu-isu 

strategis dan proses perkerjaan. 

 

 

Rekomendasi kepada Direksi: 

a. Direksi agar memperhatikan pelaksanaan realisasi pendidikan dan pelatihan sesuai 

rencana yang telah ditetapkan, sebagai bentuk peningkatan kompetensi SDM 

dengan cara mengikut sertakan SDM nya dalam berbagai kegiatan pendidikan dan 

pelatihan guna meningkatkan skill, wawasan dan pengetahuan tentang perbankan 

b. Penyusunan Rencana Bisnis dan anggaran BPR hendaknya dapat di susun 

berdasarkan kondisi dan kemampuan BPR dengan mempertimbangkan factor 

internal maupun eksternal. Rencana bisnis dan anggaran BPR hendaknya dapat 

digunakan sebagai pedoman atau acuan bagi Direksi dan seluruh staff pegawai 

didalam melaksanakan tugas tanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan 

operasional BPR. 

c. Meningkatkan penerapan Tata Kelola BPR disetiap lini / bagian dan menjadikan 

Budaya Kepatuhan sebagai kebutuhan dalam pelaksanaan kegiatan operasional 

BPR 

d. Pengawasan penerapan APU-PPT tetap dilakukan secara konsisten agar bank 

terhindar dari transaksi TPPU maupun transaksi pendanaan terorisme. 

 

 

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite 

 

PT. BPR Alto Makmur dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000 (Lima 

Puluh Milyar Rupiah), belum memiliki komite-komite di tingkat Dewan 

Komisaris, sehingga tugas dan tanggung jawab komite audit dan pemantauan 

risiko dilaksanakan oleh anggota Dewan Komisaris dibantu PE. Audit Intern. 

 

a. Tugas dan Tanggung Jawab Komite 

 

Tabel 7. Tugas dan Tanggung Jawab Komite 

No Tugas dan Tanggung Jawab Komite 

1 Komite Audit 

 Tugas dan Tanggung Jawab: 

- 

2 Komite Pemantau Risiko 

 Tugas dan Tanggung Jawab: 

- 

3 Komite Remunerasi dan Nominasi 
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No Tugas dan Tanggung Jawab Komite 

 Tugas dan Tanggung Jawab: 

- 

 

b. Struktur, Keanggotaan, Keahlian dan Independensi Anggota Komite 

 

Tabel 8. Struktur, Keanggotaan, Keahlian dan Independensi Anggota Komite 

No Nama NIK* Keahlian 

Komite Pihak 

Independen 

(Ya/Tidak) 
Audit Pemantau 

Risiko 

Remunerasi 

& Nominasi 

- - - - - - - - 

        

 

c. Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite 

 

Tabel 9. Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite 

No Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite 

1 Komite Audit 

 Program Kerja : - 

 Realisasi : - 

 Jumlah Rapat : - 

2 Komite Pemantauan Risiko 

 Program Kerja : - 

 Realisasi : - 

 Jumlah Rapat : - 

3 Komite Remunerasi dan Nominasi 

 Program Kerja : - 

 Realisasi : - 

 Jumlah Rapat : - 

 

Meski belum memiliki komite-komite ditingkat Dewan Komisaris namun Bank 

telah memiliki beberapa komite ditingkat Direksi. Direksi dibantu oleh komite-

komite yang dibentuk untuk membantu pelaksanaan tugas Direksi pada 

bidang-bidang tertentu dengan tujuan untuk mendapatkan opini berdasarkan 

azas profesionalisme dan four eyes principle sebagai wujud penerapan aspek 

independensi dan transparansi namun tanggung jawab tetap berada pada 

Direksi.  

 

Saat ini BPR Alto Makmur telah memiliki komite dan satuan kerja yang 

membantu tugas Direksi yang terdiri dari: 
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a. Komite Kredit 

 

Komite Kredit bertugas memberikan rekomendasi dan persetujuan maupun 

perpanjangan kredit sampai batas kredit yang ditentukan Direksi dengan 

memastikan bahwa setiap kredit yang diberikan telah memenuhi ketentuan 

perbankan sesuai azas-azas perkreditan yang sehat, didasarkan pada 

pemikiran yang jujur, obyektif, cermat, dan seksama serta terlepas dari 

pengaruh pihak-pihak yang berkepentingan dengan permohon kredit. 

 

1) Fungsi Pokok KK: 

a) Memberikan pengarahan, apabila perlu dilakukan analisa kredit 

yang lebih mendalam dan komprehensif 

b) Memberikan keputusan atau rekomendasi atas rancangan 

keputusan kredit yang diajukan oleh petugas analis/pengusul yang 

terkait dengan: 

• Debitur-debitur besar 

• Industri yang spesifik, dan 

• Permintaan khusus dari Direksi. 

c) Melakukan koordinasi dengan Ka. Pemasaran dan Kredit, Direksi 

dalam hal aspek pendanaan kredit dan penyesuaian suku bunga 

kredit. Asset & Liability Committee (ALCO). 

 

2) Tugas Pokok Anggota KK 

a) Memberikan arahan jika perlu diadakan analisis kredit yang lebih 

komprehensif, berhubung informasi yang disajikan belum 

mencukupi untuk digunakan dalam pengambilan keputusan; 

b) Memberikan pertimbangan terhadap rancangan keputusan kredit 

yang diajukan oleh pihak pemberi rekomendasi/pengusul; 

c) Memutuskan kredit berdasarkan kemahiran profesional secara 

jujur, obyektif, cermat, dan seksama; 

 

b. Pejabat Penanggung Jawab Penerapan APU-PPT 

 

Seiring dengan semakin berkembangnya zaman, teknologi dan segala 

aktifitas dan kegiatan masyarakat, bank merupakan salah satu sarana 

utama yang dapat digunakan masyarakat dalam melakukan aktifitas 

khususnya dalam hal penyimpanan dana dan transaksi keuangan.  

 

Sehingga bank juga dapat berpotensi untuk dijadikan sasaran dan 

sekaligus sarana untuk melakukan tindak pidana pencucian uang dan 

pendanaan terorisme. Namun demikian bank juga dapat berperan secara 

efektif dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana 

Pencucian Uang (PPTPPU) dan Pendanaan Terorisme. 
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Oleh karena itu sebagai bentuk peran serta aktif BPR Alto Makmur dalam 

pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan 

pendanaan terorisme, BPR Alto Makmur telah menunjuk dan menetapkan 

pejabat yang bertanggung jawab penerapan APU-PPT melalui SK Direksi 

No. 10/SK-DIR/BPR.AM/XII/2019 tanggal 03 Desember 2019. 

 

Adapun ruang lingkup tugas dan tanggung jawab Pejabat yang 

bertanggung jawab terhadap penerapan program APU dan PPT sekurang-

kurangnya sebagai berikut: 

 

Tugas: 

1) Menyusun, melakukan pengkinian, dan mengusulkan kebijakan dan 

prosedur penerapan program APU dan PPT yang telah disusun untuk 

mengelola dan memitigasi risiko berdasarkan penilaian risiko untuk 

dimintakan pertimbangan dan persetujuan Direksi 

2) Memastikan bahwa kebijakan dan prosedur yang disusun telah sesuai 

dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku 

3) Memastikan bahwa formulir yang berkaitan dengan Nasabah telah 

mengakomodasi data yang diperlukan dalam penerapan program APU 

dan PPT 

4) Memantau rekening Nasabah dan pelaksanaan transaksi Nasabah 

5) Melakukan evaluasi terhadap hasil pemantauan dan analisis transaksi 

Nasabah untuk memastikan ada atau tidak adanya Transaksi 

Keuangan Mencurigakan, Transaksi Keuangan Tunai dan/atau 

transaksi keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri 

6) Menatausahakan hasil pemantauan dan evaluasi 

7) Memastikan pengkinian data, profil Nasabah serta data dan profil 

transaksi Nasabah 

8) Memastikan bahwa kegiatan usaha yang berisiko tinggi terhadap 

tindak pidana Pencucian Uang dan/atau tindak pidana Pendanaan 

Terorisme diidentifikasi secara efektif sesuai dengan kebijakan dan 

prosedur Bank serta ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 

Peraturan OJK 

9) Melakukan komunikasi yang baik dari setiap satuan kerja terkait 

kepada Pejabat yang bertanggung jawab terhadap penerapan program 

APU dan PPT dengan menjaga kerahasiaan informasi dan 

memperhatikan ketentuan anti tipping-off 

10) Melakukan pengawasan terkait penerapan program APU dan PPT 

terhadap satuan kerja terkait 

11) Memastikan adanya identifikasi area yang berisiko tinggi yang terkait 

dengan penerapan program APU dan PPT dengan mengacu pada 

ketentuan peraturan perundang- undangan dan sumber informasi 

yang memadai 
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12) Menerima, melakukan analisis, dan menyusun laporan Transaksi 

Keuangan Mencurigakan dan/atau transaksi keuangan yang 

dilakukan secara tunai yang disampaikan oleh satuan kerja 

13) Menyusun laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan, Transaksi 

Keuangan Tunai, dan/atau transaksi keuangan transfer dana dari dan 

ke luar negeri 

14) Memastikan seluruh kegiatan dalam rangka penerapan program APU 

dan PPT terlaksana dengan baik 

15) Memantau, menganalisis, dan merekomendasikan kebutuhan 

pelatihan tentang penerapan program APU dan PPT bagi pejabat 

dan/atau pegawai PJK, dan 

16) Melaporkan Transaksi Keuangan Mencurigakan, Transaksi Keuangan 

Tunai, dan/atau transaksi keuangan transfer dana dari dan ke luar 

negeri yang dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau pihak 

terafiliasi dengan Direksi atau Dewan Komisaris, secara langsung 

kepada PPATK. 

17) Melapor dan bertanggung jawab kepada Direktur yang membawahkan 

fungsi kepatuhan dan dalam hal bank belum memiliki Direktur yang 

membawahkan fungsi kepatuhan maka melapor dan bertanggung 

jawab kepada salah satu anggota Direksi. 

 

c. UKK Penanganan dan Penyelesaian Pengaduan Nasabah 

 

Agar seluruh kegiatan bank dalam sector jasa keuangan dapat 

terselenggara secara teratur, adil, transparan dan akuntabel. Mampu 

mewujudkan system keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan, stabil 

dan mampu melindungi kepentingan nasabah/konsumennya maka BPR 

Alto Makmur telah membentuk Unit Kerja Khusus yang berfungsi untuk 

Menangani dan Menyelesaikan Pengaduan Nasabah pada PT. BPR Alto 

Makmur. Sebagaimana yang tertuang dalam SK Direksi No. 22/AM/SK-

DIR/VIII/2014 Tentang Pembentukan Unit Kerja dan/atau Fungsi Untuk 

Menangani dan Menyelesaikan Pengaduan Nasabah yang telah berlaku 

efektif pertanggal 04 Agustus 2014. 

 

Adapun lingkup tugas dan tanggung jawab dari unit kerja dan/atau fungsi 

untuk menangani dan menyelesaikan pengaduan Nasabah ditetapkan 

sebagai berikut: 

1) Menerima Pengaduan Nasabah yang disampaikan oleh CS 

2) Mengkoordinasikan seluruh staf front liner dalam penerimaan 

pelaporan, pelaksanaan penanganan dan penyelesaian pengaduan 

nasabah. 

3) Periksa dan teliti pengaduan yang diterima, dan klasifikasikan, apakah 

dalam klasifikasi ringan atau berat, jika ringan serahkan kepada 

bidang yang bersangkutan, jika berat serahkan ke Direksi 
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4) Mengkonsultasikan dan meminta persetujuan Direksi terhadap setiap 

pengaduan nasabah untuk ditindak lanjuti. 

5) Menyerahkan dan meminta CS untuk mengkonfirmasi terhadap 

pengaduan nasabah yang telah ditindak lanjuti 

6) Unit Kerja Khusus Penanganan Pengaduan wajib menyampaikan 

laporan penanganan dan penyelesaian Pengaduan Nasabah secara 

triwulanan selambat-lambatnya tanggal 10 kepada Otoritas Jasa 

Keuangan. 

 

4. Penerapan Fungsi Kepatuhan, Fungsi Audit Intern dan Audit Ekstern 

 

a. Penerapan Fungsi Kepatuhan 

 

Dalam rangka menegakkan pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam 

pengelolaan Bank dan memastikan bahwa Bank telah memenuhi seluruh 

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan 

lain yang berlaku, Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan wajib 

memastikan terlaksananya fungsi kepatuhan bank. Dalam 

mengimplementasikan fungsi kepatuhan Direktur yang membawahkan 

fungsi kepatuhan dibantu oleh Pejabat Eksekutif Kepatuhan dengan peran 

sebagai berikut: 

 

1) Tugas dan Tanggung Jawab Pejabat Eksekutif Kepatuhan 

 

Tugas dan tanggung jawab Pejabat Eksekutif Kepatuhan dalam rangka 

memastikan terlaksananya fungsi kepatuhan paling kurang mencakup: 

a) Membuat langkah-langkah dalam rangka mendukung terciptanya 

Budaya Kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha Bank pada setiap 

jenjang organisasi 
b) Melakukan identifikasi, pengukuran, monitoring dan pengendalian 

terhadap Risiko Kepatuhan dan mengacu pada peraturan Regulator 

mengenai Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum  
c) Melakukan review dan/atau merekomendasikan pengkinian dan 

penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur 

yang dimiliki oleh Bank agar sesuai dengan ketentuan Regulator dan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku 
d) Memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh 

Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau Otoritas lain yang 

berwenang  
e) Melakukan upaya-upaya untuk memonitor bahwa kebijakan, 

ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha Bank telah 

sesuai dengan ketentuan regulator dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku  

f) Melaksanakan pemantauan kepatuhan internal dan kepatuhan 

terhadap setiap perubahan peraturan perundang-undangan dan 

ketentuan regulator serta menyampaikan perubahan dimaksud 
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kepada pihak manajemen Bank dan seluruh Divisi/Unit Kerja yang 
terkait 

g) Melakukan review terhadap monitoring sistem prosedur dan 

kebijakan di setiap Divisi/Unit Kerja terkait dengan pelaksanaan 
Tata Kelola Perusahaan  

h) Mengelola pelaksanaan program Anti Pencucian Uang dan 

Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT) 
i) Melakukan pemantauan atas kepatuhan dalam menerapkan proram 

APU-PPT.  
j) Melaksanakan prinsip kehati-hatian dan kepatuhan terhadap 

peraturan regulator dan peraturan perundang-undangan, serta 

peraturan internal lainnya yang berlaku;  
k) Mensosialisasikan ketentuan-ketentuan internal Bank dan 

ketentuan lain yang berkaitan dengan ruang lingkup tugas di 

lingkungan unit kerjanya;  
l) Melakukan koordinasi dalam penyediaan data/dokumen terkait 

dengan pemeriksaan internal dan eksternal;  
m) Melakukan koordinasi dalam rangka menindaklanjuti temuan hasil 

pemeriksaan eksternal sesuai dengan batas kewenangan yang 

diberikan Direksi.  
 

b. Penerapan Fungsi Audit Intern 

 

Pejabat Eksekutif Audit Intern (PEAI) merupakan pejabat independen 

terhadap satuan kerja operasional. Bertanggung jawab langsung kepada 

Direktur Utama dan mempunyai hubungan fungsional dengan Dewan 

Komisaris. Posisi, kewenangan, tanggung jawab, profesionalisme, 

organisasi, dan cakupan tugas SPI/PEAI PT. BPR Alto Makmur telah 

mengacu pada Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern BPR dan SEOJK 

No. 7/SEOJK.03/2016 tentang Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern 

bagi BPR 

 

PE. Audit Intern bertugas dan bertanggung jawab untuk membantu tugas 

Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan 

dengan cara menjabarkan secara operasional baik perencanaan, 

pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit serta menjamin adanya 

pengelolaan yang sehat dan memadai pada semua tingkatan manajemen di 

BPR Alto Makmur.  

 

Aktifitasnya mencakup bidang-bidang operasional, kredit, serta fungsi-

fungsi pendukung BPR. Dalam menjalankan tugasnya PE. Audit Intern 

berwenang mengakses semua fungsi, catatan, properti dan pegawai BPR 

sesuai penugasan audit secara independent. Kegiatan PE.AI dilaksanakan 

berdasarkan Rencana Kerja Tahunan yang disusun dengan memperhatikan 

materialitas risiko yang melekat (inherent risk) dan Risk Control System 

(RCS) dari laporan profil risiko triwulanan.  
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Selama tahun 2020, Audit Intern telah melaksanakan audit atas seluruh 

aktivitas fungsional yang berpotensi mengganggu pencapaian tujuan 

perusahaan. Proses bisnis dan unit bisnis yang diperkirakan memiliki 

risiko yang signifikan dalam pencapaian tujuan perusahaan lebih 

diprioritaskan untuk diaudit sehingga dapat diyakini bahwa seluruh 

potensi risiko tersebut dapat diminimalkan sesuai dengan toleransi risiko 

yang telah ditetapkan. Guna menjaga kualitas hasil audit, maka program 

peningkatan kualitas secara berkesinambungan terus dilakukan melalui 

program training yang dibutuhkan unit kerja Audit Intern. 

 

c. Penerapan Fungsi Audit Ekstern 

 

Fungsi pengawasan independen terhadap aspek keuangan Bank dilakukan 
melalui pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor ekstern yang dilakukan oleh 

Kantor Akuntan Publik (KAP). Auditor eksternal yang memeriksa laporan 
keuangan Bank tahun buku 2020 ditetapkan melalui RUPS atau 

rekomendasi Dewan Komisaris yang telah memperoleh kuasa dan 

wewenang dari putusan RUPS. 
 

Proses pemilihan KAP telah dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku, 

diantaranya penugasan KAP telah memenuhi semua aspek, yaitu: 

1) Kapasitas Kantor Akuntan Publik 

2) Legalitas perjanjian kerja 

3) Ruang lingkup audit 

4) Standar profesional akuntan public 

5) Profesional dan independen 

 

Berdasarkan keputusan RUPS tanggal 5 Juni 2020 pada mata acara rapat 

keempat memutuskan bahwa RUPS Memberi kuasa dan wewenang kepada 

Dewan Komisaris BPR untuk menunjuk dan menetapkan AP dan KAP yang 

akan melakukan Audit Laporan Keuangan BPR tahun buku 2020 termasuk 

juga menetapkan KAP pengganti dalam hal KAP yang ditunjuk karena 

sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit atas laporan keuangan 

BPR.  

 

Dan pada tanggal 17 November 2020 Dewan Komisaris telah 

merekomendasikan penggunaan jasa audit kepada akuntan public (AP) dan 

Kantor Akuntan Publik (KAP) Indarto Waluyo, M.Acc, Ak, CPA, CA, CPI 

untuk dapat melakukan audit atas informasi keuangan historis tahunan 

PT. BPR Alto Makmur posisi Desember 2020. 

 

5. Penerapan Manajemen Risiko 
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Menyadari bahwa pelaksanaan manajemen risiko merupakan masalah yang 

sangat penting untuk beradaptasi dengan peningkatan kompleksitas industry 

perbankan yang semakin cepat, BPR Alto Makmur melalui Dewan Komisaris 

dan Direksi senantiasa melakukan upaya untuk meningkatkan pengendalian 

risiko dalam seluruh aspek kegiatan perbankan.  

 

Dalam implementasinya, Bank melaksanakan penerapan system manajemen 

risiko berdasarkan 4 pilar, yaitu sebagai berikut: 

 

a. Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi 

Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab atas efektivitas penerapan 

Manajemen Risiko Bank. Untuk itu Direksi dan Dewan Komisaris harus 

memahami Risiko yang dihadapi oleh Bank dan memberikan arahan yang 

jelas, melakukan pengawasan dan mitigasi secara aktif serta 

mengembangkan budaya Manajemen Risiko dalam organisasi Bank.  

 

Dalam rangka mendukung penerapan Manajemen Risiko secara efektif, 

Direksi dan Dewan Komisaris, menetapkan tugas dan tanggung jawab yang 

jelas pada masing-masing unit, memastikan struktur organisasi yang 

memadai, serta memastikan kecukupan kuantitas dan kualitas Sumber 

Daya Manusia (SDM). 

 

b. Kecukupan Kebijakan 

Penerapan Manajemen Risiko yang efektif telah didukung dengan kerangka 

yang mencakup kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta limit 

Risiko yang ditetapkan secara jelas sejalan dengan visi, misi, dan strategi 

bisnis Bank. Penyusunan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko 

tersebut dilakukan dengan memperhatikan antara lain jenis, kompleksitas 

kegiatan usaha, profil Risiko, tingkat Risiko yang akan diambil, keterkaitan 

antar Risiko, serta peraturan yang ditetapkan otoritas dan/atau praktek 

perbankan yang sehat. Penetapan toleransi Risiko dan limit Risiko 

dilakukan dengan memperhatikan tingkat Risiko yang akan diambil dan 

strategi Bank secara keseluruhan 

 

c. Kecukupan Proses Identifikasi, pengukuran, pemantauan dan 

pengendalian risiko serta system informasi manajemen. 

Identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian Risiko merupakan 

bagian utama dari proses penerapan Manajemen Risiko. Identifikasi Risiko 

bersifat proaktif, mencakup seluruh produk dan aktivitas bisnis bank dan 

dilakukan dalam rangka menganalisa sumber dan kemungkinan timbulnya 

Risiko serta dampaknya terhadap kelangsungan bisnis bank.  

 

Selanjutnya perlu dilakukan pengukuran Risiko yang telah diidentifikasi 

sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas kegiatan usaha Bank. Selain 
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itu, guna mendukung efektifitas penerapan Manajemen Risiko perlu 

didukung oleh pengendalian risiko dan sistem informasi manajemen risiko 

yang memadai 

 

d. Sistem Pengendalian internal yang menyeluruh 

Proses penerapan Manajemen Risiko yang efektif harus dilengkapi dengan 

sistem pengendalian intern yang andal. Penerapan sistem pengendalian 

intern secara efektif dapat membantu pengurus Bank menjaga aset Bank, 

menjamin tersedianya pelaporan keuangan dan manajerial yang dapat 

dipercaya, meningkatkan kepatuhan Bank terhadap ketentuan dan 

peraturan perundang-undangan, serta mengurangi Risiko terjadinya 

kerugian, penyimpangan dan pelanggaran aspek kehati-hatian. 

Terselenggaranya sistem pengendalian intern Bank yang andal dan efektif 

menjadi tanggung jawab dari seluruh satuan kerja operasional (risk-taking 

unit) dan satuan kerja pendukung serta PEAI. 

 

Didalam menjalankan kegiatan usahanya BPR Alto Makmur telah memiliki 

Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi Manajemen Risiko, sehingga 

penyelenggaraan kegiatan usaha telah dilakukan identifikasi, pengukuran, 

pemantauan dan pengendalian risiko, pelaksanaan kebijakan Manajemen 

Risiko ini juga telah dituangkan dalam standar operasional dan prosedur bank. 

Sehingga seluruh kegiatan operasional bank baik terkait penghimpunan dana, 

penyaluran dana maupun legalitas operasional bank tetap berpedoman pada 

prinsip kehati-hatian.  

 

Adapun macam-macam jenis risiko yang dihadapi oleh BPR, antara lain paling 

sedikit mencakup: 

 

a. Resiko Kredit 

Salah satu resiko usaha yang membutuhkan pengelolaan yang serius 

adalah resiko kredit. Resiko kredit atau credit risk yaitu risiko yang timbul 

dalam hal debitur gagal memenuhi kewajiban untuk membayar angsuran 

pokok ataupun bunga sebagaimana telah disepakati dalam perjanjian 

kredit, risiko kredit merupakan salah satu risiko utama dalam pelaksanaan 

pemberian kredit bank karena hal ini juga akan berpengaruh terhadap 

kolektibilitas kredit/NPL.  

 

Dalam kaitannya dengan Manajemen Resiko, peningkatan kualitas sumber 

daya manusia menjadi prioritas utama, khususnya Account Officer (AO). 

Kepatuhan terhadap peraturan-peraturan yang berlaku, penerapan prinsip 

kehati-hatian dan asas-asas perkreditan yang sehat dalam pelaksanaan 

pemberian kredit harus dilakukan secara konsisten agar kredit yang 

diberikan senantiasa lancar, dan menghindari penyalahgunaan wewenang 

atau perbuatan yang menyimpang dalam pemberian kredit, karena 
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penyimpangan sekecil apapun merupakan awal dari timbulnya suatu 

resiko. Pengendalian risiko terhadap kebijakan pemberian kredit, yang 

telah diterapkan kurang lebih sebagai berikut : 

1) Calon debitur telah dikenal dengan baik atau memiliki profile, 

2) Mempunyai usaha yang jelas, dan memiliki prospek yang baik, 
3) Pemenuhan kelengkapan dan legalitas dokumen yang sesuai dengan 

ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, 

4) Mempertajam dan penyempurnaan analisis terhadap kemampuan 
debitur untuk membayar kembali kewajiban angsuran pinjaman, 

5) Agunan kredit barang bergerak berupa kendaraan bermotor atau SHM 
yang bankable dan marketable, 

6) Menetapkan ketentuan tentang perikatan secara notariil terhadap 
fasilitas kredit yang diberikan, 

7) Melakukan kunjungan on the spot (OTS) secara berkala untuk 
mengetahui kondisi usaha debitur dan penilaian ulang agunan kredit, 

8) Melakukan pendampingan dan komunikasi secara berkesinambungan 

dengan debitur. 

 

b. Risiko Operasional 

Untuk meminimalisir terjadinya risiko operasional bank telah menerapkan 

beberapa kebijakan antara lain: 

1) Bank telah memiliki kebijakan standar operasional dan prosedur di 

masing-masing bidang kerja. 

2) Bank telah menerapkan pengendalian ganda dalam setiap transaksi. 

3) Bank telah memiliki kelengkapan struktur organisasi yang memadai 

dalam penerapan konsep three lines of defenses, yakni Ka. masing-

masing unit kerja sebagai pengendali intern, PE. MR dan kepatuhan 

sebagai pemantau Penerapan Kebijakan Sistem operasional, PE. Audit 

Internal memastikan penerapan system operasional dan semua 

pelaksanaan system operasional dilakukan pengawasan juga oleh 

Dewan Komisaris dan Direksi. 

4) Bank telah memiliki petugas IT internal yang bertugas mendukung 

dan memastikan kelancaran CBS dapat bekerja secara optimal dan 

benar dalam pelaksanaan operasiaonal bank. 

5) Senantiasa meningkatkan kemampuan dan kompetensi pegawai 

dengan mengikutsertakan Pendidikan dan pelatihan sesuai 

kebutuhan dan bidang masing-masing. 

 

c. Risiko Likuiditas 

Risiko Likuiditas/liquidity risk merupakan risiko bank yang terjadi sebagai 

akibat kegagalan pengelolaan antara sumber dana dan penanaman dana 

(mismatch) atau kekurangan likuiditas/dana (shortage) yang 

mengakibatkan bank tidak mampu memenuhi kewajiban keuangan mereka 

pada waktu yang telah ditetapkan. Agar kecukupan likuiditas senantiasa 

dapat terjaga dengan baik, bank telah melakukan beberapa kebijakan 

yaitu: 
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1) Melakukan pemantauan dan pencatatan tagihan dan kewajiban yang 

jatuh tempo untuk mencegah kemungkinan kesulitan likuiditas. 

2) Membuat analisa perhitungan Cash Ratio (CR) dan Loan to Deposit 

Ratio (LDR) secara harian sehingga dari analisa tersebut dapat 

diketahui tingkat ketahanan likuiditas Bank. 

3) Kebijakan penetapan secondary reserve untuk menjaga posisi likuiditas 

Bank, antara lain menempatkan kelebihan dana ke dalam instrumen 

keuangan yang likuid (ABA). 

 

Menyadari bahwa resiko-resiko diatas tidak mungkin dihilangkan maka untuk 

meminimalkan resiko, sebagaimana ketentuan terkait tata kelola BPR, pihak 

manajemen telah menetapkan beberapa kebijakan operasional dan prosedur 

pada masing-masing unit kerja agar seluruh kegiatan operasional dapat 

dilaksanakan secara jelas dengan penuh tanggung jawab.  

 

Dalam mengawasi dan memastikan jalannya operasional bank telah berjalan 

dengan baik, selain kebijakan-kebijakan diatas Direksi dibantu oleh Pejabat 

Eksekutif yang melaksanakan fungsi Manajemen Risiko (MR), fungsi 

Kepatuhan dan fungsi Audit Intern (PEAI). 

 

6. Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (Related Party) dan Penyediaan Dana 

Besar (Large Eksposur) 

 

Pelaksanaan penyediaan dana kepada pihak terkait (related party) maupun 

debitur besar (large exposures) selalu berpedoman pada ketentuan Otoritas 

Jasa Keuangan tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), serta 

diatur dalam ketentuan internal Bank dalam PKPB BPR. Penyediaan dana 

kepada pihak terkait juga disyaratkan untuk mendapatkan persetujuan dari 

salah satu anggota Dewan Komisaris.  

 

Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) PT. BPR Alto Makmur pada posisi 

31 Desember 2020 adalah sebagai berikut: 

• Modal KPMM      : Rp. 7.463.288 ribu 

• BMPK Kelompok peminjam terkait (10%)  : Rp.    746.328 ribu 

• BMPK Pihak tidak terkait (20%)   : Rp. 1.492.657 ribu 

• BMPK Kelompok peminjam tidak terkait (30%) : Rp. 2.238.987 ribu 

 

Sampai dengan posisi 31 Desember 2020, jumlah debitur yang diklasifikasi 

sebagai pihak terkait BPR sebanyak 8 (delapan) debitur dengan total eksposur 

sebesar Rp 200.259 ribu atau 26,83% dari porsi BMPK Pihak Terkait (10,00%) 

yaitu sebesar Rp. 746.328 ribu. 

 

Sedangkan BMPK pihak tidak terkait (20%) sebesar Rp. 1.492.657 ribu, untuk 

penyaluran fasilitas kredit bagi pihak perorangan tidak terkait s/d posisi 31 
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Desember 2020 tidak ada yang melanggar maupun dinyatakan pelampauan 

BPMK. Dan bagi kelompok peminjam tidak terkait NIHIL atau 0,00% dari porsi 

BMPK Kelompok peminjam tidak terkait (30,00%) sebesar Rp. 2,238.987 ribu.  

 

Pemantauan terhadap Nasabah inti atau large exposures juga senantiasa di 

perhatikan, limit atas debitur inti akan dievaluasi secara berkala agar selalu 

berpedoman pada kreteria perhitungan tingkat kesehatan (CAMEL) Bank. 

Perposisi 31 Desember 2020, eksposur dari 25 debitur inti (core debtors) Bank 

mencapai Rp 14.534.331 ribu atau 46,59% dari total portofolio kredit Bank 

sebesar Rp. 31.193.736 ribu. Hal ini tentu harus menjadi perhatian bersama 

untuk bisa mengurangi besaran fasilitas kredit yang diberikan agar penyebaran 

risiko kredit tidak terpusat pada 25 nasabah inti tersebut. 

 

Pertanggal 31 Desember 2020, penyediaan dana kepada related party, serta 

total ekposure group dan core debtors terhadap total portofolio kredit Bank 

adalah sebagai berikut:  

 

Tabel 10. Pemantauan Nasabah Terkait dan Nasabah Inti  

(dalam ribuan rupiah) 

Ekposure ∑ Debitur Baki Debet 
Utilisasi 

BMPK 
BMPK 

Pihak Terkait 8 200.259 21,61% 746.328 

Kelompok Peminjam Tidak 

terkait 
- - 0.00% 2.238.987 

    Total Kredit 

Debitur Inti 25 14.534.331 46,59% 31.193.736 

 

Selama periode tahun 2020, tidak terdapat pelampauan maupun pelanggaran 

BMPK. 

 

7. Rencana Strategi Bank 

 

Setiap penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran BPR selalu dilakukan secara 

sistimatis, realistis, komprehensif, responsif terhadap peraturan internal dan 

eksternal serta spirit prudential banking sebagaimana ketentuan Otoritas Jasa 

Keuangan No. 37/POJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis Bank Perkreditan 

Rakyat dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah, Surat Edaran Otoritas Jasa 

Keuangan No. 52/SEOJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis Bank Perkreditan 

Rakyat serta Anggaran Dasar BPR Alto Makmur. Penyusunan Rencana Bisnis 

dan Anggaran tahun 2020 secara umum terbagi dalam 2 perencanaan yakni 

jangka pendek untuk satu tahun periode dan jangka menengah untuk tiga 

tahun yang akan datang khususnya dalam hal pemenuhan modal inti BPR. 

 

BPR ALTO MAKMUR



LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA (GCG) 2020 
 

PT. BPR ALTO MAKMUR 29 
 

Adapun rencana dan langkah-langkah strategis bank yang dituangkan dalam 

rencana kerja dan anggaran dapat di simpulkan sebagai berikut: 

 

a. Rencana Jangka Pendek 

 

1) Guna menunjang pertumbuhan dan kontinuitas bank ada beberapa 

strategi yang akan dilakukan BPR baik terkait penghimpunan dana 

pihak ketiga maupun penyaluran dana BPR, yaitu: 

a) Menerapkan kebijakan pemberlakuan tabungan wajib bagi debitur 

yang melakukan realisasi kredit berdasarkan prosentase kredit.  

b) Menggalakkan program tabungan arisan dengan membuka 

kelompok-kelompok arisan baru sesuai dengan fitur produk 

tabungan arisan sebelumnya. 

c) Merintis kegiatan pemasaran produk SimPel (Simpanan Pelajar) ke 

sekolah-sekolah. 

d) Memperluas area pemasaran dengan memanfaatkan link penabung 

& deposan loyal dan prima, dibarengi pemberian gift yang menarik 

dan didukung system layanan jemput bola yang praktis. 

e) Memanfaatkan dana murah seperti dana hasil funding dalam 

produk Tabungan Arisan untuk menopang kredit program promosi 

pada saat moment-moment tertentu (ulang tahun perusahan, hari 

besar/lebaran, bulan penerimaan siswa baru, dll) yang disertai 

dengan kegiatan promosi yang lebih intens. 

f) Membuka atau memperluas area pemasaran baru dengan 

membudayakan “blusukan” ke pusat-pusat kegiatan ekonomi 

maupun pelosok desa. 

g) Senantiasa mengembangkan segmentasi pasar dengan cara 

membuka area/wilayah baru sesuai dengan karakter dan 

kebutuhan calon nasabah. 

 

2) Perluasan customer base funding yang bertujuan untuk memperbaiki 

komposisi atau struktur dana pihak ketiga dan mendapatkan sumber 

dana murah; 

3) Menyusun, mempetakan dan melaksanakan secara konsiten action 

plan penyelesaian kredit bermasalah, pemetaan masalah kredit dengan 

jelas dan terukur. 

4) Meningkatkan penerapan tata kelola BPR disetiap lini / bagian dan 

menjadikan budaya kepatuhan dalam setiap kegiatan operasional BPR. 

5) Mengembangkan produk dan aktivitas baru guna menunjang 

pertumbuhan bisnis yang sustainable; 

6) Melakukan perekrutan SDM untuk marketing dana, marketing kredit 

dan bagian umum (office boy); 

7) Memperkuat Manajemen Risiko; 
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8) Peningkatan kualitas SDM agar semakin kreatif, produktif dan mampu 

melayani nasabah dengan baik dengan cara mengikut sertakan pegawai 

dalam berbagai kegiatan pendidikan dan pelatihan sesuai dengan tugas 

dan pekerjaan yang menjadi tanggung jawab pegawai yang 

bersangkutan. 

9) Meningkatkan kualitas Teknologi Informasi yang handal untuk efisiensi 

operasional dan kecepatan pelayanan yang didukung Sumber Daya 

Manusia yang profesional 

 

b. Rencana Jangka Menengah (Medium Term Corporate Plan) 

 

1) Sasaran kredit bank jangka menengah dan panjang yaitu 

megoptimalkan penyaluran kredit di wilayah D.I Yogyakarta pada 

semua segmen yaitu pada pasar lokal segmen UMKM, jasa maupun 

konsumtif; 

2) Memiliki portofolio kredit yang berkualitas sesuai prinsip-prinsip 

pemberian kredit yang sehat, perluasan customer base funding yang 

bertujuan untuk memperbaiki komposisi atau struktur dana pihak 

ketiga dan mendapatkan sumber dana murah; 

3) Dalam rangka mewujudkan industry Bank Pekreditan Rakyat yang 

sehat, kuat dan produktif perlu didukung dengan permodalan yang 

kuat. Hal tersebut di maksudkan untuk meningkatkan kemampuan 

BPR dalam menyediakan dana bagi sector riil terutama bagi usaha 

mikro dan kecil serta penguatan kelembagaan dalam menyerap risiko 

bagi BPR. Sejalan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 

5/POJK.03/2015 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan 

Pemenuhan Modal Inti Minimum BPR. Berkomitmen untuk 

mengupayakan pemenuhan rasio modal minimum sebesar 12% dan 

pemenuhan rasio modal inti minimum sebesar 8%, BPR melalui 

mekanisme laba organic.  

 

Dalam pelaksanaannya tentu tidaklah mudah akan tetapi dengan dilandasi 

kerjasama yang solid serta etos kerja yang tinggi baik dari jajaran Pengurus 

dan segenap pegawai kami optimis hal itu dapat terealisasi sesuai dengan 

rencana bisnisa dan anggaran yang telah ditetapkan. 

 

8. Pengembangan Kompetensi SDM 

 

Dalam rangka meningkatkan kompetensi SDM, PT. BPR Alto Makmur 

berkomitmen untuk memberikan pendidikan dan pelatihan di seluruh aspek 

operasional perbankan secara terencana dan berkelanjutan. Upaya 

peningkatan kompetensi ini diselenggarakan dengan menjunjung tinggi prinsip 

persamaan kesempatan kepada seluruh pegawai. 
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Pada tahun 2020, BPR Alto Makmur telah mendorong pengembangan 

kompetensi SDM melalui serangkaian program pendidikan dan pelatihan, baik 

program yang menyangkut produk dan pemastian mutu, maupun program 

pendidikan dan pelatihan yang berhubungan dengan manajerial maupun tata 

kelola perusahaan. Bentuk program pendidikan dan pelatihan yang dilakukan 

diantaranya adalah In House Training/Seminar/Workshop, dll.  

 

Adapun bagi pegawai yang mengiku kegiatan pelatihan kepada yang 

bersangkutan diwajibkan untuk melakukan presentasi ke seluruh pegawai agar 

materi maupun pengetahuan yang diterima selama mengikuti pelatihan dapat 

di transfer ke seluruh pegawai, metode ini juga diharapkan dapat 

meningkatkan pengetahuan dan kompetensi agar mampu memberikan 

pendidikan dan pelatihan yang sesuai kepada pegawai lainnya. 

 

Pada tahun 2020 BPR Alto Makmur telah mengeluarkan biaya Pendidikan dan 

pelatihan sebesar Rp. 64.935.928,- dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp. 

84.112.000,- atau terealisasi 77,20%. Sebagaimana ketentuan POJK No. 34 

tahun 2020 tentang Kebijakan bagi BPR-BPRS sebagai dampak penyebaran 

Covid-19 khususnya terkait adanya kebijakan BPR-BPRS dapat menyediakan 

dana / pembentukan biaya Pendidikan dan pelatihan dapat kurang dari 5% 

dari Biaya Tenaga Kerja Tahun lalu. Hal ini juga telah di tuangkan dalam SK 

Direksi No. 28/SK-DIR.BPR.AM/VII/ 2020.   

 

Adapun kegiatan pengembangan SDM melalui kepesertaan pendidikan dan 

pelatihan yang telah dilaksanakan pada periode Tahun 2020 adalah sebagai 

berikut: 

 

 Tabel 11. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Periode Tahun 2020 

No. TANGGAL 
Materi Pendidikan / 

Pelatihan 

Penyeleng 

gara 

Tempat 

Penyelengg

aan 

Kepesertaan  

Level  

Jabatan 

Pesert

a 

1 23 & 24  

Jan 20  

Workshop Aplikasi 

Online SIPRo ( Sistem 

Informasi Profil Risiko 
Untuk Menyusun 

Laporan Profil Risiko 

BPR ) 

Perbarindo 

DIY 

Hotel TARA 

Yogyakarta 

Direksi 

& PE. 

MR 

2 Org 

2 15 Feb 20 Peran Analisa Kredit 

Sesuai POJK 

No.33/POJK.03/2018 

Lotus 

Training & 

Cosulting  

Hotel TARA 

Yogyakarta 

Staff 2 Org 

3 17 & 18 

Feb 20  

Pelatihan Dengan Tema 

Menggali Harta Karun 

dalam Kredit 
Bermasalah, Hapus 

Buku, dan Ayda dalam 

Industri BPR 

Perbarindo 

DIY 

Hotel 

Grand 

Tjokro 
Yogyakarta 

Staff 1 Org 

4 19 Feb 

2020 

Pelatihan Penilaian 

Kinerja Berbasis KPI 

Smart 

Training & 

Consultiant 

Hotel 

Pesonna 

Tugu 

Komisar

is, 

Direksi 

3 Org 
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No. TANGGAL 
Materi Pendidikan / 

Pelatihan 

Penyeleng 

gara 

Tempat 

Penyelengg
aan 

Kepesertaan  

Level  

Jabatan 

Pesert

a 

& Ka. 

Opr 

5 20 Feb 20  Pelatihan : Jurus Jitu 

Untuk AO Sukses 
Menjual & Menagih 

Smartsia 

Training & 
Consultant 

Hotel Safira Ka. 

Kredit & 
Staff 

4 Org 

6 9 & 10 

Mar 20 

Pelatihan Marketing 

JamanNow 

Perbarindo 

DIY 

Hotel TARA 

Yogyakarta 

Staff 2 Org 

7 17 Mar 20  Workshop Aplikasi 

Online Penilaian Sendiri 
GCG dan Optumalisasi 

Fungsi Kepatuhan 

Perbarindo 

DIY 

Hotel TARA 

Yogyakarta 

Komisar

is & PE. 
Kepatuh

an 

2 Org 

8 14 Mei 20  Pelatihan Online 
Training Restrukturisasi 

Kredit Covid-19 

Perbarindo 
DIY 

WFO / 
Webinar 

Zoom 

Ka. 
Kredit 

1 Org 

9 18 Jun 20  Training Pengawasan 

Dewan Komisaris 

BPR/BPRS 

Perbarindo 

DIY 

WFO / 

Webinar 

Zoom 

Dekom 1 Org 

10 23 Jun 20  Sosialisasi Peran LPS 
Menjaga Likuiditas 

BPR/BPRS dalam Masa 

Pandemi Covid-19 

Perbarindo 
DIY 

WFO / 
Webinar 

Zoom 

Direksi 1 Org 

11 25 Jun 20  Seminar Motivasi dengan 

tema "Covid-19 VS 

Mental Juara" 

Perbarindo 

DIY 

WFO / 

Webinar 

Zoom 

Direksi 1 Org 

12 06 Jul 20  Strategi Pengelolaan 

Risiko BPR Menghadapi 

Dampak Covid-19 Dan 
Penilaian Profil Risiko 

BPR Semester I 2020 

dengan Tool Aplikasi 

Online Manajemen 

Risiko 

Perbarindo 

DIY 

WFO / 

Webinar 

Zoom 

PE. MR 1 Org 

13 03 Jul 20  Sosialisasi Implentasi 

Skema Subsidi Bunga 

Bagi Kredit UMKM 
Produktif Dalam Rangka 

Pemulihan Ekonomi 

Nasional (PEN) 

Perbarindo 

DIY 

WFO / 

Webinar 

Zoom 

Direksi 1 Org 

14 15 Juli 20 Sosisalisasi 

Perlindungan Konsumen 

Sektor Jasa Keuangan 

OJK Ruang 

Meeting 

Direksi 

& Ka. 

Kredit 

2 Org 

15 16 Jul 20 Sosilisasi Kebijakan LPS LPS Ruang 

Meeting 

Staff 1 Org 

16 21-Jul-20 Sosialisasi Ketentuan 

PMK No.71 dan PMK 

No.85 Tahun 2020 

Perbarindo 

DIY 

WFO / 

Webinar 

Zoom 

Direksi, 

Ka. 

Kredit 

2 Org 

17 27 Jul 20 Training " KEY 

ACCOUNT 

MANAGEMENT & 
CLIENT RELATION SHIP" 

Perbarindo 

DIY 

WFO / 

Webinar 

Zoom 

Ka. 

Kredit 

1 Org 
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No. TANGGAL 
Materi Pendidikan / 

Pelatihan 

Penyeleng 

gara 

Tempat 

Penyelengg
aan 

Kepesertaan  

Level  

Jabatan 

Pesert

a 

18 5 Ags  

20  

Certif Komisaris Perbarindo 

DIY 

WFO / 

Webinar 

Zoom 

Komisar

is 

1 Org  

19 6 Ags 20 New Normal in Selling 

Quick & Logic To Close 
Deal 

Access Great WFO / 

Webinar 
Zoom 

Ka. 

Kredit & 
Rieska 

1 Org 

20  10 Ags 

20  

Responden dalam 

Rangka Pelaksanaan 

Riset LPS Call for 

Reseach 2019/2020: 

Call for Proposals  

LPS WFO / 

Webinar 

Zoom 

Ka. Opr 

& PE 

Kep & 

MR 

2 Org 

21 12 Ags 20 Training Online " 

Bergerak atau Diam di 

Tempat 

Perbarindo 

Pusat 

WFO / 

Webinar 

Zoom 

Ka. Opr 

& Ka. 

Kredit 

2 Org 

22 18 Ags 20 Peran Hukum dalam 

Kredit : REM atau GAS 

Perbarindo 

Pusat 

WFO / 

Webinar 

Zoom 

Direksi 

& Ka. 

Kredit 

2 Org 

23 19 Ags 20 Tata cara Pemberian 

Subsidi Bunga/Subsidi 

Margin Untuk 
Kredit/Pembiayaan 

UMKM dalam rangka 

Mendukung 

Pelaksanaan Program 

PEN 

Kementrian 

Keuangan RI 

WFO / 

Webinar 

Zoom 

Ka. 

Kredit & 

PE. 
MR/Kep

atuhan 

2 Org 

24 07 Sep 20 Pelatihan Online Service 

Excellent 

Perbarindo 

DIY 

WFO / 

Webinar 

Zoom 

Staff 1 Org 

25 08 dan 09 
Sep 20 

Webinar Transformasi 
BPR : Inovasi dan 

Kolaborasi 

Perbarindo 
Pusat 

WFO / 
Webinar 

Zoom 

Direksi 1 Org 

26 10 Sep 20 Sosialisasi Kegiatan 

Dalam Rangka Bulan 

Inklusi Keuangan Tahun 
2020 

OJK Pusat WFO / 

Webinar 

Zoom 

Ka. Opr 

& staff 

2 Org 

27 1 okt 20 Webinar Penyelamatan 

BPR " Ujung  Tombak 
Pembiayaan UMKM di 

Tengah Pandemi" 

INFOBANK WFO / 

Webinar 
Zoom 

Direksi 1 Org 

28 13 Okt 20 Training Online 
Pelatihan Manajemen 

Money Loundering 

LPS & 
Perbarindo 

Pusat  

WFO / 
Webinar 

Zoom 

P. APU-
PPT 

1 Org 

29 20 Okt 20 Training Online Cara 

Menyusun & Bersidang 

Gugatan Sederhana 

Perbarindo 

DIY 

WFO / 

Webinar 

Zoom 

Ka. 

Kredit 

1 Org 

30 11 Nov 20 Sosialisasi Evaluasi 
Kinerja BPR / S dari 

OJK KR 3 

OJK KR3 WFO / 
Webinar 

Zoom 

Dekom 
& 

Direksi 

2 Org 

31 11 Nov 20 Sosialisasi Percepatan 

Pemberian Subsidi 

Bunga 

DJP 

Kemenkeu 

WFO / 

Webinar 

Zoom 

PE. 

Kepatuh

an & 

MR 

1 Org 

32 11 Nov 20  Workshop Aplikasi Portal 

Perlindungan Konsumen 

OJK Pusat WFO / 

Webinar 

Zoom 

Ka. 

Kredit & 

staff 

2 Org 
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No. TANGGAL 
Materi Pendidikan / 

Pelatihan 

Penyeleng 

gara 

Tempat 

Penyelengg
aan 

Kepesertaan  

Level  

Jabatan 

Pesert

a 

33 17 Nov 20  Training Online Credit 

Score, Alternative Score, 

Telco Score 

Perbarindo 

Pusat 

WFO / 

Webinar 

Zoom 

Direksi 

& staff 

IT 

2 Org 

34  23 Nov 

2020  

Perpanjangan Sertifikasi 

Komptensi Direktur & 
Komisaris 

Perbarindo 

DIY 

WFO / 

Webinar 
Zoom 

Dirut 1 Org 

35 24 Nov 20  Training Menyusun RBB 

2021 

Perbarindo 

DIY 

WFO / 

Webinar 

Zoom 

Direksi, 

PE. 

Kepatuh

an & Ka. 

Kredit 

3 Org 

36 25 Nov 20  Workshop Pelaporan 

PPATK melalui Aplikasi 

goAML Bagi Industri 
BPR-BPRS Anggota 

Perbarindo 

Perbarindo 

Pusat & 

PPATK 

WFO / 

Webinar 

Zoom 

Direksi 

& PE. 

Kepatuh
an / MR 

2 Org 

37 1 Des 20  Sistem Keamanan 
Jaringan Internet & 

Internet of Things ( IoT) 

Untuk LJK  

Perbarindo 
Pusat 

WFO / 
Webinar 

Zoom 

Direksi 
& IT 

2 Org 

38 3 Des 20 Workshop Kewajiban 

Perpajakan BPR-BPRS 

Perbarindo 

DIY 

WFO / 

Webinar 

Zoom 

Direksi 

& PE. 

MR 

2 Org 

39 8 Des 20  Pertemuan Tahunan 

DPD Perbarindo 2020 

Perbarindo 

DIY 

WFO / 

Webinar 
Zoom 

Dewan 

Komisar
is, 

Direksi 

& PE 

5 Org 

40 16 Des 20  Online Training 

Penilaian Kinerja 

Pegawai BPR 

Menggunakan Alikasi 

Online BPR-KPI metode 

Balanced Scorecard 
(BSC)  

Perbarindo 

DIY 

WFO / 

Webinar 

Zoom 

Direksi 

& Ka. 

Personal

ia 

2 Org 

41 16 Des 20  TIK-TOK WEBINAR "Tips 

Literasi & edukasi BPR-
BPRS Melalui Tik-Tok 

Perbarindo 

Pusat 

WFO / 

Webinar 
Zoom 

PE. MR 

dan staff 

3 Org 

42 18 Des 20  WEBINAR Audit IT 

Sesuai Regulasi 

PE. 

MR/Kepatuh

an 

WFO / 

Webinar 

Zoom 

PE. Ops, 

PE. MR 

& Staff 

3 Org 

43 21 Des 20  Inhouse Training "Teknis 

analisis Kredit Berbasis 
Scoring, Refress APU-

PPT dan Sosialisasi RBB 

tahun 2020 

BPR Alto 

Makmur  

Cordia 

Hotel YIA 
Yogyakarta 

Seluruh 

jajaran 
Owner, 

Penguru

s & Staff 

25 

Org 

 

 

9. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan 

 

Salah satu pilar penting dalam pencapaian tata kelola BPR yang baik atau 

Good Corporate Governance adalah implementasi aspek transparansi terhadap 

kondisi keuangan dan kinerja BPR kepada publik (stakeholders); informasi 
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mengenai produk BPR guna memberikan kejelasan manfaat, risiko, dan biaya-

biaya yang melekat pada produk BPR; serta penggunaan data pribadi yang 

disampaikan nasabah kepada bank yang dilakukan untuk tujuan komersial 

wajib dilakukan berdasarkan persetujuan tertulis dari nasabah.  

 

Sistem pelaporan keuangan dan non keuangan telah didukung dengan system 

informasi manajemen (SIM). BPR telah menyusun laporan keuangan publikasi 

setiap triwulan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, BPR selalu 

menyusun laporan keuangan tahunan sebagaimana ketentuan Otoritas Jasa 

Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk 

sebagian besar sudah melakukan transpransi informasi mengenai produk dan 

layanan sebagaimana ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.  

 

BPR selalu menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara dan cakupan 

sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, laporan keuangan tahunan dan 

publikasi telah ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi dengan 

mencantumkan nama secara jelas untuk disampaikan kepada Otoritas Jasa 

Keuangan sebagaimana ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. 

 

Adapun laporan-laporan yang telah disampaikan BPR kepada Otoritas Jasa 

Keuangan antara lain sebagai berikut: 

 

a. Laporan Bulanan (Laporan keuangan bulanan, BMPK, SLIK, Laporan 

Perkembangan SimPel); 

b. Laporan Triwulan (Laporan Publikasi, Pelayanan dan Pengaduan Nasabah); 

c. Laporan Semesteran (Laporan Realisasi Rencana Bisnis, Laporan 

Pengawasan Dewan Komisaris terhadap Realisasi Rencana Bisnis, Laporan 

Profil risiko, Laporan Pelaksanaan Edukasi Literasi dan Inklusi); 

d. Laporan Tahunan (Laporan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan, 

Laporan Keuangan Tahunan, Laporan Struktur Kelompok Usaha, Laporan 

Kepatuhan, Laporan Tata Kelola BPR, Laporan pelaksanaan dan pokok-

pokok hasil audit intern); dan 

e. Laporan – laporan lain yang disampaikan ke lembaga lain sesuai ketentuan 

dan peraturan perundang – undangan.    

 

Demikian juga dengan transparansi mengenai Produk Bank dan penggunaan 

Data Pribadi Nasabah. Bank telah menyediakan informasi tertulis dalam 

bahasa Indonesia secara jelas mengenai karakteristik setiap produk bank serta 

dilarang memberikan informasi yang menyesatkan (mislead) dan/atau tidak 

etis (misconduct).  

 

Sedangkan terkait transparansi penggunaan Data Pribadi Nasabah, bank telah 

meminta persetujuan tertulis dari nasabah dalam hal bank akan memberikan 

dan/atau menyebarluaskan Data Pribadi Nasabah kepada pihak lain untuk 
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tujuan komersial dimana bank wajib terlebih dahulu menjelaskan tujuan dan 

konsekuensi dari pemberian Data Pribadi Nasabah kepada pihak lain. Setiap 

pengaduan nasabah yang disebabkan oleh adanya potensi kerugian finansial 

yang diduga karena kesalahan bank wajib diselesaikan oleh bank 

 

B. Kepemilikan Saham Direksi 

 

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR 

 

Tabel 12. Kepemilikan Saham anggota Direksi 

No 
Nama Anggota 

Direksi 
NIK* Nominal (Rp) 

Persentase 

Kepemilikan (%) 

1 
Kusmintarjo 

Yatendro 
3402151408720001 - 0.00% 

2 J u p a i d i 3318162010780007 - 0.00% 

 

2. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain 

 

Tabel 13. Kepemilikan Saham anggota Direksi pada perusahaan lain. 

No 
Nama Anggota 

Direksi 
NIK* 

Sandi Bank 

Lain*)/**) 

Nama 

Perusahaan 

Lain 

Persentase 

Kepemilikan 

(%) 

1 
Kusmintarjo 

Yatendro 
3402151408720001 - 

- 
0.00% 

2 J u p a i d i 3318162010780007 - - 0.00% 

 

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa seluruh anggota Direksi PT. BPR Alto 

Makmur tidak memiliki saham baik pada BPR Alto Makmur maupun pada 

Perusahaan lain. 

 

C. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan 

Anggota Direksi Lainnya, Anggota Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham 

BPR 

 

Guna memenuhi aspek transparansi pelaksanaan tugas anggota Direksi dengan ini 

kami sampaikan bahwa anggota Direksi dengan anggota Direksi lainnya, anggota 

Direksi dengan anggota Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham BPR tidak 

memiliki hubungan keuangan, kepengurusan dan/atau hubungan keluarga atau 

semenda sampai derajat kedua yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk 

bertindak independent. 

 

 

 

 

 

BPR ALTO MAKMUR



LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA (GCG) 2020 
 

PT. BPR ALTO MAKMUR 37 
 

1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR 

 

Tabel 14. Hubungan Keuangan anggota Direksi pada BPR 

No 
Nama Anggota 

Direksi 
NIK* 

Hubungan Keuangan**) 

Anggota 

Direksi 

Lainnya 

Anggota 

Dewan 

Komisaris 

Pemegang 

Saham 

1 
Kusmintarjo 

Yatendro 
3402151408720001 Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada 

2 J u p a i d i 3318162010780007 Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada 

 

2. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR 

 

Tabel 15. Hubungan Keluarga anggota Direksi pada BPR 

No 
Nama Anggota 

Direksi 
NIK* 

Hubungan Keluarga**) 

Anggota 

Direksi 

Lainnya 

Anggota 

Dewan 

Komisaris 

Pemegang 

Saham 

1 
Kusmintarjo 

Yatendro 
3402151408720001 Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada 

2 J u p a i d i 3318162010780007 Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada 

 

 

D. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris 

 

1. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR 

 

Sampai dengan periode tahun 2020, berdasarkan Akta Notaris Lina Kusmi 

Wardayati, SH Nomor. 05 tanggal 17 Juni 2011, Ibu Novyanti Indah dalam 

kedudukannya selain sebagai Komisaris Utama juga sebagai Pemegan Saham 

PT. BPR Alto Makmur dengan kepemilikan saham sebesar Rp. 700.000.000,- 

(tujuh ratus juta rupiah) atau 20,00%. 

 

Tabel 16. Kepemilikan Saham anggota Dewan Komisaris pada BPR  

No 
Nama Anggota  

Dewan Komisaris 
NIK* Nominal (Rp) 

Persentase 

Kepemilikan (%) 

1 Novyanti Indah 3271035211800007 700.000.000 20.00% 

2 Susanto  3308042006700001 - 0.00% 
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2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain 

 

Tabel 17. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan lain 

No 

Nama Anggota  

Dewan 

Komisaris 

NIK* 
Sandi Bank 

Lain*)/**) 

Nama 

Perusahaan 

Lain 

Persentase 

Kepemilikan 

(%) 

1 Novyanti Indah 3271035211800007 - - 0.00% 

2 Susanto 3308042006700001 - - 0.00% 

 

 

E. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris 

dengan Anggota Dewan Komisaris Lainnya, Anggota Direksi dan/atau Pemegang 

Saham BPR 

 

Masing-masing anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi tidak memiliki 

hubungan keuangan, kepengurusan dan/atau hubungan keluarga atau semenda 

sampai dengan derajat kedua yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk 

bertindak independen, kecuali salah satu anggota Dewan Komisaris yaitu Ibu. 

Novyanti Indah, SH dalam kedudukannya selain sebagai Komisaris Utama di PT. 

BPR Alto Makmur juga sebagai Pemegang Saham dengan kepemilikan Saham 700 

lembar saham atau sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) atau 

20,00%.  

 

Berikut tabel yang menggambarkan hubungan keuangan, hubungan 

keluarga/semenda antara anggota Dewan Komisaris dengan anggota Dewan 

Komisaris lainnya, anggota Dewan Komisaris dengan anggota Direksi dan/atau 

Pemegang Saham: 

 

1. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR 

 

Tabel 18. Hubungan Keuangan anggota Dewan Komisaris pada BPR 

No 
Nama Anggota  

Dewan Komisaris 
NIK* 

Hubungan Keuangan**) 

Anggota 

Dewan 

Komisaris 

Lainnya 

Anggota 

Direksi 

Pemegang 

Saham 

1 Novyanti Indah 3271035211800007 Tidak Ada Tidak Ada 

Sebagai 

pemegang 

20,00% 

Saham 

BPR 

2 Susanto 3308042006700001 Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada 
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2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR 

 

Tabel 19. Hubungan Keluarga anggota Dewan Komisaris pada BPR 

No 
Nama Anggota  

Dewan Komisaris 
NIK* 

Hubungan Keluarga**) 

Anggota 

Dewan 

Komisaris 

Lainnya 

Anggota 

Direksi 

Pemegang 

Saham 

1 Novyanti Indah 3271035211800007 Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada 

2 Susanto 3308042006700001 Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada 

 

 

F. Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain Bagi Direksi dan Dewan Komisaris 

yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS 

 

1. Paket/Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang 

Ditetapkan Berdasarkan RUPS 

 

Paket/kebijakan remunerasi bagi pengurus telah ditetapkan berdasarkan hasil 

keputusan RUPS tanggal 05 Juni 2020 pada mata acara rapat kelima tentang 

perubahan remunerasi bagi pengurus tahun 2020 dan hasil keputusan RUPS 

tanggal 11 Desember 2020 pada agenda ketiga terkait pemberian gaji ke 13 

dalam 1 (satu) tahun 2020 adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 20. Paket/Kebijakan Remunerasi Bagi Direksi dan Dewan Pengurus  

No 
Jenis Remunerasi 

(Dalam 1 Tahun) 

Direksi Dewan Komisaris 

Jumlah 

Orang 

Jumlah 

Keseluruhan (Rp) 

Jumlah 

Orang 

Jumlah 

Keseluruhan (Rp) 

1 Gaji*) 2 222.500.000 2 156.500.000 

2 Tunjangan 2 282.742.250 2 111.275.440 

3 Tantiem - - - - 

4 
Kompensasi berbasis 

saham 
- - - - 

5 Remunerasi Lainnya**) 2 96.600.000 2 51.150.000 

Total  601.842.250  318.925.440 

 

2. Uraian Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan 

Berdasarkan RUPS  

 

Tabel 21. Fasilitas lain bagi Direksi dan anggota Dewan Komisaris 

No Jenis Fasilitas Lain (Dalam 1 Tahun) 

Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah 

Fasilitas (Unit) 

Direksi Dewan Komisaris 
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No Jenis Fasilitas Lain (Dalam 1 Tahun) 

Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah 

Fasilitas (Unit) 

Direksi Dewan Komisaris 

1 Perumahan Tidak Ada Tidak Ada 

2 Transfortasi 

2 Unit Kendaraan 

Roda Empat. (Suzuki 

Ertiga Thn 2015 dan 

Daihatsu Xenia 

Tahun 2017) 

Tidak Ada 

3 Asuransi Kesehatan BPJS Kesehatan BPJS Kesehatan 

4 Fasilitas Lainnya*) Tidak Ada Tidak Ada 

 

 

G. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah 

 

Yang dimaksud dengan gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan 

dalam bentuk uang sebagai imbalan dari perusahaan selaku pemberi kerja kepada 

pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut perjanjian kerja, kesepakatan, 

atau peraturan perundaunjangan bagi pegawai atas suatu pekerjaan dan/atau jasa 

yang telah dilakukan. 

 

Rasio gaji tertinggi dan terendah pada PT. BPR Alto Makmur untuk periode tahun 

2020 adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 22. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah 

Keterangan*) 

Perbandingan**) 

(a/b) : 1 

Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b) 2,72 : 1 

Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi 

yang terendah (b) 
1,34 : 1 

Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota 

Dewan Komisaris yang terendah (b) 
1,18 : 1 

Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan 

Komisaris yang tertinggi (b) 
2,00 : 1 

Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang 

tertinggi (b)  
4,38 : 1 

 

H. Frekwensi Rapat Dewan Komisaris 

 

1. Pelaksanaan Rapat Dalam 1 (Satu) Tahun 

 

Rapat Dewan Komisaris wajib diselenggarakan paling kurang 1 (satu) kali 

dalam 3 (tiga) bulan sebagaimana ketentuan dalam pasal 35 POJK Nomor. 

4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola BPR. Dari sisi efektifitas rapat 
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Dewan Komisaris, maka pelaksanaan rapat sudah diselenggarakan secara 

berkala disesuaikan dengan kebutuhan, yaitu sebagai berikut: 

   

Tabel 23. Pelaksanaan Rapat Anggota Dewan Komisaris 

No Tanggal Rapat 
Jumlah 

Peserta 
Topik/Materi Pembahasan 

1 6 Mar 2020 2 

Pokok bahasan rapat: 

• Pemaparan Kinerja Bank sampai dengan bulan 

Februari 2020 

• Evaluasi Pencapaian Target RBB pada bulan 

Februari 2020 

• Saran dan rekomendasi Dewan Komisaris untuk 

penpaian target bulan selanjutnya. 

2 8 Jun 2020 2 

Pokok bahasan rapat: 

• Pemaparan Kinerja Bank sampai dengan bulan Mei 

2020 

• Evaluasi tingkat kolektibilitas kredit yang diberikan 

(NPL), Pembentukan PPAP dan BMPK pasca 

restrukturisasi kredit debitur terdampak pandemic 

covid-19 

• Mereview TKS bank khususnya terkait kecukupan 

likuiditas dan Modal sebagai dampak pandemic 

covid-19 

• Saran dan rekomendasi Dewan Komisaris untuk 

penpaian target bulan selanjutnya. 

3 7 Sept 2020 2 

Pokok bahasan rapat: 

• Pemaparan Kinerja Bank sampai dengan bulan 

Agustus 2020 

• Evaluasi Pencapaian Target RBB pada bulan 

Agustus 2020 

• Pengawasan data costumer baru dalam rangka 

penerapan APU-PPT 

• Memantau dan mereview TKS bank sebagai dampak 

pandemic covid-19 

• Saran dan rekomendasi Dewan Komisaris untuk 

penpaian target bulan selanjutnya. 

4 11 Des 2020 2 

Pokok bahasan rapat: 

• Pemaparan Kinerja Bank sampai dengan bulan 

November 2020 

• Evaluasi Pencapaian Target RBB pada bulan 

November 2020 

• Membahas dan menyetujui rancangan Rencana 

Bisnis dan Anggaran tahun 2021 yang telah 

diajukan Direksi. 

• Memastikan penerapan APU-PPT, serta 

penyampaian laporan-laporan telah dilaksanakan 

sesuai dengan ketentuan peraturan saat ini. 

• Mereview TKS bank sebagai dampak pandemic 

covid-19 

• Saran dan rekomendasi Dewan Komisaris untuk 

penpaian target bulan selanjutnya. 

BPR ALTO MAKMUR



LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA (GCG) 2020 
 

PT. BPR ALTO MAKMUR 42 
 

 

Selain rapat Dewan Komisaris diatas, sebagian/salah satu anggota Dewan 

Komisaris juga menghadiri rapat Kerja Direksi atau gabungan yang membahas 

paling sedikit tentang: 

a. Kinerja dan perkembangan Bank secara umum. 

b. Evaluasi pencapaian target bulanan berdasarkan rencana bisnis dan 

anggaran yang telah ditetapkan. 

c. Pembahasan upaya dan langkah strategis yang akan diambil untuk 

pencapaian kinerja Bank pada bulan berikutnya. 

d. Pembahasan perkembangan Tingkat Kesehatan Bank khususnya 

khususnya terkait kecukupan likuiditas Bank, Permodalan dan kualitas 

aktiva produktif kredit (NPL, PPAP dan BMPK) sebagai dampak penyebaran 

pandemic covid-19.  

e. Pembahasan data costumer baru terkait penerapan dan pengawasan 

pelaksanaan APU-PPT. 

f. Pembahasan perkembangan kredit bermasalah dan nasabah inti terkait 

kewajiban angsuran yang harus dibayar pada Bank.  

    

2. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris  

 

Selama tahun 2020 anggota Dewan Komisaris telah menyelenggarakan 4 

(empat) kali rapat internal Dewan Komisaris dengan tingkat kehadiran anggota 

Dewan Komisaris rata-rata mencapai 100,00% dimana 3 kali dilakukan secara 

teleconference dan 1 kali dilaksanakan secara fisik di Meeting Room Cordia 

Hotel YIA Kulon Progo.  

 

Berikut tingkat kehadiran rapat anggota Dewan Komisaris selama tahun 2020:  

 

Tabel 24. Kehadiran Rapat Anggota Dewan Komisaris  

No 

Nama Anggota 

Dewan 

Komisaris 

NIK*) 

Frekwensi Kehadiran Tingkat 

Kehadiran**) 

(dalam %) Fisik 
Telekon 

ferensi 

1 Novyanti Indah 3271035211800007 1 3 100,00% 

2 Susanto 3308042006700001 1 3 100,00% 

 

 

I. Jumlah Penyimpangan Internal (Internal Froud) 

 

Selama periode tahun 2020 tidak terdapat penyimpangan internal yang terjadi 

dalam proses kerja dan kegiatan operasional BPR Alto Makmur. 

 

Tabel 25. Penyimpangan Internal (Internal Froud) 

Jumlah Penyimpangan Jumlah Kasus (Satuan) Yang Dilakukan Oleh 
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Internal*)  

(Dalam 1 Tahun) 
Anggota Direksi 

Anggota Dewan 

Komisaris 
Pegawai Tetap 

Pegawai Tidak 

Tetap 

2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 

Total Froud - - - - - - - - 

Telah disele- 

saikan 
 -  -  -  - 

Dalam proses penyele- 

saian**) 
- - - - - - - - 

Belum diupa- 

yakan penye-lesaian 

nya***) 

- - - - - - - - 

Telah ditindak-lanjuti 

mela-lui proses 

hukum 

 -  -  -  - 

 

 

J. Permasalahan Hukum Yang Dihadapi 

 

Dalam periode tahun 2020 tidak terdapat permasalahan hukum atau perkara 

gugatan ke Bank baik yang telah selesai/mempunyai kekuatan hukum yang tetap 

maupun yang dalam proses penyelesaian. 

 

Tabel 26. Permasalahan Hukum yang Dihadapi 

Permasalahan Hukum 

Jumlah (Satuan) 

Perdata Pidana 

Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang 

tetap) 
- - 

Dalam proses penyelesaian - - 

Total - - 

 

 

K. Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan 

 

Seluruh tata cara dalam penanganan benturan kepentingan sebagian telah diatur 

dalam Standar Operasional dan Prosedur Nomor. 2/SOP/BPR.AM/VIII/2018 

tanggal 15 Agustus 2018 tentang Penanganan Benturan Kepentingan. Secara 

prinsip para pihak yang terkait baik itu; anggota Dewan Komisaris, Direksi dan 

Pejabat Eksekutif Bank harus menghindarkan diri dari pengambilan suatu 

keputusan dalam situasi dan kondisi ada benturan kepentingan, namun demikian 

apabila suatu keputusan yang mengandung benturan kepentingan harus diambil, 

wajib berpedoman pada Prosedur Pelaksanaan Benturan Kepentingan, dengan 

ketentuan umum sebagai berikut: 
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1. Dewan Komisaris, Direksi, dan Pejabat Eksekutif dilarang mengambil setiap 

tindakan yang mengandung benturan kepentingan yang dapat merugikan Bank 

atau mengurangi keuntungan Bank. 

2. Penyediaaan dana kepada Pihak Terkait harus memenuhi Ketentuan Bank 

Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) dan 

memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun perundang-undangan yang 

berlaku.  

Keputusan manajemen benar-benar dilakukan secara independen tanpa 

intervensi dari pihak terkait dan/atau pihak lainnya serta berdasarkan 

prosedur yang diterapkan di Bank & berlaku sama untuk semua nasabah 

peminjam serta tetap memberikan keuntungan yang wajar bagi Bank. Setiap 

memberikan penyediaan dana kepada pihak terkait harus mendapat 

persetujuan Dewan Komisaris. 

3. Setiap pengambilan keputusan yang mengandung benturan kepentingan harus 

diungkapkan secara tertulis oleh unit kerja pengambil keputusan dalam memo 

keputusan/risalah rapat dan terdokumentasi dengan baik.  

4. Setiap pengambilan keputusan yang mengandung benturan kepentingan harus 

memenuhi prosedur: telah diungkap dalam setiap keputusan; telah dilengkapi 

risalah rapat; telah diadministrasikan dan terdokumentasikan dengan baik; 

dan tidak merugikan Bank atau mengurangi keuntungan Bank. 

5. Setiap transaksi yang mengandung benturan kepentingan menjadi obyek 

pengujian/evaluasi satuan kerja kepatuhan. Bilamana ditemukan transaksi 

benturan kepentingan yang terbukti merugikan Bank atau mengurangi 

keuntungan Bank, maka Direktur Kepatuhan wajib melakukan 

pencegahan/penghentian. Pelaksanaan prosedur penanganan benturan 

kepentingan tersebut merupakan salah satu aspek yang harus diungkapkan 

dalam Laporan Pelaksanaan tata kelola BPR atau Good Corporate Governance. 

 

Selama periode tahun 2020 tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan 

kepentingan. 

 

Tabel 27. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan 

No 

Pihak yang Memiliki 

Benturan Kepentingan 
Pengambil Keputusan 

Jenis 

Transaksi 

Nilai 

Transaksi 

(Jutaan 

Rupiah) 

Keterang 

an**) 
Nama Jabatan NIK*) Nama Jabatan NIK*) 

- - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - 

 

L. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik 

 

Pemberian bantuan dana kegiatan social yang dilakukan oleh Bank merupakan 

wujud kepedulian dan tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan social 

berupa sumbangan social kemasyarakatan dan social keagamaan.  
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Adapun jenis bantuan yang diberikan BPR Alto Makmur periode tahun 2020 

adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 28. Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik 

No 
Tanggal 

Pelaksanaan 

Jenis Kegiatan 

(Sosial/ Politik) 
Penjelasan Kegiatan 

Penerimaan 

Dana 
Jumlah (Rp) 

1 9 Jan 20 Sosial Dukungan acara 

keagamaan Perayaan 

Natal bersama 

Perbarindo DIY 

DPD 

Perbarindo 

DIY 

1.000.000 

2 30 Jan 20 Sosial Uang duka cita untuk 

pegawai (Bp. Ibnu Juadi) 

Kelurga Alm. 

Ibnu Juadi 

400.000 

3 8 Apr 20 Sosial Baksos bagi masyarakat 

terdampak wabah Covid-

19 D.I. Yogyakarta 

DPD 

Perbarindo 

DIY 

1.000.000 

4 29 Apr 20 Sosial Uang duka cita untuk 

Alm. H Yakub (warga di 

lingkungan BPR) 

Kelurga Alm 

H. Yakub 

300.000 

5 20 Jul 20 Sosial Pembelian Hewan 

Kurban 

Takmir Masjid 

Al Amin 

Ngelak 

Gunung Kidul 

2.400.000 

6 13 Ags 20 Sosial Sumbangan Peringatan 

HUT Kemerdekaan RI 

Panitia 

Penyelenggara 

Dsn. 

Nanggulan 

250.000 

7 24 Ags 20 Sosial Uang duka cita untuk 

alm. Bp. Triyono 

Keluarga duka 200.000 

8 15 Sep 20 Sosial Baksos Panti Asuhan 

Bhakti Luhur Yogyakarta 

Panti Asuhan 

Bhakti Luhur 

Yogyakarta 

3.592.000 

9 28 Des 20 Sosial Uang duka cita untuk 

Keluarga Bp. Agus 

Purwanto 

Keluarga duka 300.000 

Total 9.442.000 
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BAB III 

PENILAIAN SENDIRI (SELT ASSESSMENT) 

 

 

Untuk memantau penerapan tata kelola perusahaan, BPR Alto Makmur telah 

melakukan self assessment atas penerapan tata kelola BPR berdasarkan Peraturan 

Otoritas Jasa Keuangan No. 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi 

Bank Perkreditan Rakyat. 

 

Self assessment penerapan tata kelola BPR ini diharapkan dapat menjadi masukkan 

yang berharga untuk upaya-upaya penguatan tata kelola yang akan dilakukan pada 

masa-masa mendatang. 

 

Adapun berdasarkan hasil penilaian sendiri (self assessment) atas pelaksanaan tata 

kelola BPR Alto Makmur Periode 31 Desember 2020, dapat ditarik kesimpulan sebagai 

berikut: 

 

1. Nilai Komposit tata kelola BPR sebesar 1,95 dengan predikat komposit Baik 

2. Peringkat masing-masing per Faktor adalah : 

 

No Aspek yang Dinilai Bobot Peringkat Nilai 

1 
Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab 

Direksi 
20,00% 1,56 0,35 

2 
Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab 

Dewan Komisaris 
15,00% 2,02 0,34 

3 Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite 0,00% 0,00 0,00 

4 Penanganan Benturan Kepentingan 10,00% 2,00 0,22 

5 Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank 10,00% 2,00 0,22 

6 Penerapan Fungsi Audit Intern 10,00% 2,33 0,26 

7 Penerapan Fungsi Audit Ekstern 2,50% 1,50 0,04 

8 
Penerapan Fungsi Manajemen Risiko dan 

Pengendalian Intern 
0,00% 0,00 0,00 

9 Batas Maksimum Pemberian Kredit 7,50% 2,20 0,18 

10 Rencana Bisnis Bank 7,50% 2,00 0,17 

11 
Transfaransi Kondisi Keuangan dan Non 

Keuangan 
7,50% 2,05 0,17 

 Nilai Komposit 90,00%  1,95 

 Predikat Komposit   Baik 

*) Diperhitungkan sesuai pentahapan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang 

mengatur mengenai manajemen risiko BPR. 
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Dengan demikian, total penyebut sebelum pentahapan penerapan manajemen 

risiko adalah 90.00% 

 

3. Berdasarkan analisis terhadap seluruh kriteria/indikator penilaian tersebut di 

atas, disimpulkan sebagai berikut:  

 

a. Governance Structure  

 

1) Faktor-faktor positif aspek governance structure BPR Alto Makmur 

adalah: 

• Sampai dengan periode Desember 2020, pemenuhan struktur 

kepengurusan organisasi BPR Alto Makmur telah sesuai dengan 

POJK No 4 tahun 2015 yaitu terdiri dari 2 (dua) orang anggota 

Direksi dan 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris  

• Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris BPR Alto Makmur 

tidak melaksanakan rangkap jabatan pada bank, perusahaan non 

bank dan/atau lembaga lain 

• Seluruh Pengurus (Direksi dan anggota Dewan Komisaris) BPR 

Alto Makmur tidak memiliki hubungan keuangan maupun 

hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan sesama anggota 

Dewan Komisaris dan/atau Direksi  

• BPR Alto Makmur telah menyempurnakan struktur organisasi 

berdasarkan kompleksitas usaha yang dijalankan dan 

menempatkan Direksi sesuai dengan bidang tugasnya masing-

masing  

• BPR Alto Makmur telah memiliki Pejabat Eksekutif yang 

selanjutnya disebut PE. Fungsi Kepatuhan, PE. Manajemen Risiko 

dan PE. Audit Intern, yang seluruhnya bekerja secara independen 

terhadap unit kerja bisnis dan operasional 

• BPR Alto Makmur telah menetapkan kebijakan serta prosedur 

yang memadai guna menunjang seluruh kegiatan usaha yang 

dijalankannya 

• BPR Alto Makmur telah memiliki pedoman tata kelola perusahaan 

yang mengatur mengenai kebijakan-kebijakan guna menunjang 

kegiatan operasional BPR Alto Makmur, sehingga setiap kegiatan 

yang dilaksanakan dapat mencerminkan suatu tata kelola 

perusahaan yang baik 

• BPR Alto Makmur telah melakukan penguatan Fungsi Kepatuhan 

khususnya Budaya Kepatuhan melalui pelaksanaan fungsi quality 

assurance dengan cara menetapkan compliance sheet dan 

compliance checklist khususnya di bidang perkreditan. 

 

2) Faktor-faktor negatif aspek governance structure BPR Alto Makmur 

adalah: 
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• BPR Alto Makmur telah memiliki Ketentuan internal yang cukup 

memadai namun pelaksanaanya masih belum optimal. 

• Sebagai upaya memperkuat kelembagaan dan meningkatkan 

reputasi industry, BPR Alto Makmur telah menyusun dan 

menetapkan pedoman Kebijakan Standar Operasional dan 

Prosedur Penerapan Manajemen Risiko namun pelaksanaannya 

masih belum optimal dan perlu ditingkatkan. 

 

b. Governance Process  

 

1) Faktor-faktor positif aspek governance process BPR Alto Makmur 

adalah: 

• Dewan Komisaris telah melaksanakan rapat-rapat untuk 

memberikan rekomendasi kepada Direksi dalam rangka 

melaksanakan fungsi dan tanggung jawabnya. 

• Direksi telah mengelola BPR Alto Makmur sesuai kewenangan dan 

tanggung jawabnya serta bertanggung jawab penuh atas 

pelaksanaan kepengurusan BPR Alto Makmur. 

• Direksi telah menyusun Rencana Bisnis Bank secara realistis, 

komprehensif, terukur atas dasar kajian yang komprehensif 

dengan memperhatikan peluang bisnis dan kekuatan yang 

dimiliki oleh BPR Alto Makmur serta mengidentifikasikan 

kelemahan dan ancaman yang ada. 

• Pejabat Eksekutif Pelaksana fungsi Kepatuhan dan Direktur yang 

membawahkan fungsi kepatuhan telah mereview dan/atau 

merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan ketentuan 

kebijakan sistem dan prosedur yang dimiliki oleh BPR Alto 

Makmur. 

• PE. Audit Intern telah melakukan fungsi pengawasan secara 

independen dengan cakupan tugas yang memadai dan sesuai 

dengan rencana kerja, pelaksanaan maupun pemantauan hasil 

audit serta telah melaporkan seluruh temuan hasil pemeriksaan 

sesuai ketentuan yang berlaku 

• Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk, mampu bekerja secara 

independen, memenuhi standar profesional akuntan publik serta 

ruang lingkup audit yang ditetapkan 

• BPR Alto Makmur telah menyampaikan informasi keuangan dan 

non-keuangan secara transparan. 

  

2) Faktor-faktor negatif aspek governance process BPR Alto Makmur 

adalah:  

• Pelaksanaan tugas fungsi Manajemen Risiko dan Audit Intern 

berikut fungsi pengendalian intern masih belum optimal sehingga 
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pemenuhan komitmen dan budaya kepatuhan tersebut harus 

dilakukan secara lebih maksimal lagi.  

 

c. Governance Outcome  

 

1) Faktor-faktor positif aspek governance outcome BPR Alto Makmur 

adalah:  

• Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung 

jawabnya sebagai fungsi pengawasan dengan baik. Hal ini dapat 

terlihat dengan adanya pengawasan atas pencapaian 

target/realisasi Rencana Bisnis Bank 

• Audit Eksternal telah bertindak objektif dalam melakukan audit 

serta hasil audit dan management letter telah menggambarkan 

permasalahan BPR Alto Makmur yang kemudian disampaikan 

secara tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan oleh KAP yang 

ditunjuk 

• BPR Alto Makmur telah menetapkan ketentuan tentang 

compliance sheet bidang perkreditan dalam rangka mengantisipasi 

penyediaan dana agar BMPK, Agunan, Asuransi, Pengikatan, dan 

sebagainya sesuai dengan batasan yang telah ditentukan. Selama 

periode 2020 tidak terdapat penyediaan dana yang melampaui 

BMPK 

• BPR Alto Makmur telah melaksanakan penyampaian informasi 

keuangan dan non-keuangan secara transparan dan berkala baik 

pada papan pengumuman maupun media cetak.  

 

2) Faktor-faktor negatif aspek governance outcome BPR Alto Makmur 

adalah:  

• Secara umum budaya kepatuhan dan risk awareness yang 

dimiliki pada setiap karyawan perlu ditingkatkan untuk 

menghindari potensi pelanggaran dan/atau kejadian pelanggaran 

berulang, baik yang bersifat mendasar maupun yang bersifat 

signifikan. 

• Penyampaian laporan baik melalui system daring maupun non 

daring hendaknya dapat disampaikan lebih awal dari batas waktu 

yang ditetapkanUP 
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